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Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Keluarga Terhadap Status 
Perkawinan Setelah Suami Mati Suri (Studi Kasus di Desa Lasem Kecamatan 
Sidayu Kabupaten Gresik)”. Dalam skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan 
untuk menjawab perntanyaan Bagaimana analisis hukum keluarga tentang 
kelanjutan status perkawinan sepasang suami istri yang suaminya mengalami 
mati suri di Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dan bagaimana 
Bagaimana analisis hukum keluarga tentang implikasi status perkawinan 
sepasang suami istri yang suaminya mengalami mati suri di Desa Lasem 
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 
Data penelitian ini menggunakan pendekatan analisis empiris atau 
lapangan dengan jenis penelitian deskripsi analisis. Penelitian ini mengambil 
lokasi di Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Dengan sumber 
datanya berasal dari data primer dan data sekunder, dan analisa data yang 
digunakan adalah kualitatif dengan pola pikir deduktif dengan teknik 
pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dengan teknik pengelolaan 
menggunakan editing dan organizing. Dari hasil penelitian di dapat status 
pekawinan setelah ditinggal suami mati suri yang terdapat di Desa Lasem 
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik bertentangan dengan perspektif hukum 
Islam dan telah terbukti.  
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa telah terjadi mati suri di Desa 
Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik yang telah dialami oleh Bapak 
Ramli dan perkawinan antara Bapak Ramli dan Ibu Marlika setelah mati suri 
secara nyata masih berkumpul dan sedangkan menurut pendapat Madzhab 
Syafi’iyyah status perkawinan setelah mati suri  yakni terputus. Karena, orang 
yang benar-benar sudah mati kemudian benar-benar hidup lagi maka hidupnya 
yang kedua adalah hidup yang baru. Dan apapun yang dimilikinya tidak bisa 
dikembalikan. Dan implikasi dari status perkawinan mati suri tersebut, 
mengakibatkan harta yang dimilikinya bisa dibagi dengan ahli waris, 
perkawinannya terputus dan masa iddah bagi perempuan. Sehingga jika ia ingin 
kembali bersama istrinya semasa hidup yang pertama, maka ia (orang yang hidup 
kembali) harus mengawininya lagi dengan pengulangan dalam perkawinan.  
Maka, Kepada masyarakat dan tokoh masyarakat pun di Desa Lasem 
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik disarankan agar memberitahu kepada 
masyarakatnya akan hal tersebut agar tidak terulang kembali kejadian di masa 
lampau. Dan juga bagi para ulama, khususnya Majelis Ulama Islam disarankan 
untuk mengkaji ulang dengan lebih detail lagi mengenai kasus status perkawinan 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Di zaman modernisasi seperti sekarang ini tidak jarang kita jumpai 
berbagai macam permasalahan atau problematika yang timbul di 
masyarakat. Khususnya dalam kehidupan berumah tangga (keluarga). 
Keluarga merupakan kumpulan individu-individu yang satu sama lain terikat 
oleh sistem kekeluargaan. Pilar utama keluarga adalah suami istri atau ayah 
dan ibu di mana dari sana berkembang sebuah keluarga besar.  
 Ciri hidup kekeluargaan adalah adanya ikatan emosional yang alami, 
konstan, dan sering mendalam dalam keadaan normal terdapat rasa saling 
ketergantungan, saling membutuhkan serta saling membela.1 Sehingga dapat 
dipahami bahwa perkawinan merupakan pertalian dalam ikatan yang sah 
antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama, yang mana 
sahnya pertalian itu ditentukan oleh beberapa syarat dan rukun yang harus 
dipenuhi.2 
Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang menghalalkan 
pergaulan dan membatasi hal dan kewajiban serta tolong menolong antara 
seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mah}ram.3  
                                                             
1 Achmad Mubarok, Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa, 
(Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 2005) Cet. Ke-1, 2 
2 Ahamd Khuzari, Nikah Sebagai perikatan, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995), 13. 
3 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 374. 

































Berdasarkan pengertian perkawinan di atas, Allah SWT telah berfirman 
dalam surat al-Nisa’: 3 
 اُولِدَْعت اَلَّأ ُْمتْفِخ ِْنَإف  َعَابُرَو َثَُلَثَو َٰىْنثَم ِءاَِس نلا َنِم ْمَُكل َباَط اَم اوُحِكْنَاف
َةدِحاََوف 
 “Maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi dua, 
tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 
maka (kawinilah) seorang saja.” (al-Nisa: 3).4 
 
Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam 
kehidupan manusia karena di dalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban 
masing-masing pihak menyangkutkan masalah kehidupan kekeluargaan yang 
harus dipenuhi.5 Lebih dari itu perkawinan tidak hanya memberikan suatu 
legitimasi untuk menyalurkan seseorang untuk memperoleh pemenuhan 
pribadi pada tingkat fisik emosi dan spiritual, dan dengan demikian 
mempertahankan stabilitas. Ia juga memberikan suatu cara yang dapat 
diterima untuk reproduksi dan dengan demikian mengembangbiakkan.6 
Sehubungan dengan perkawinan dan kehidupan berumah tangga/keluarga 
ini tertuang di dalam  al-Qur’an Surat al-Rum (21): 
  جاَوَْزا ْمُكُِسفَْنا ْنِم ْمَُكل ََقلَخ ْنَع ِهَِتَيأ ْنِمَو ِل ا ُكَْست َْيِلإ اُْون َُكنَْيب ََلعَج َو اَه َو  ةادَوَم ْم
  ةَمْحَر  ِف  ِنإكِلَاذ ي  نْوُراَكَفَتي ٍمَْوقِل ٍَتَيَلَ 
 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan 
merasa tentram kepadanya, dan  dijadikan-Nya di antaramu  rasa kasih 
                                                             
4 Depag RI Jakarta, Al-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya: Mahkota, 1989), 115. 
5 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat, 
(Jakarta: Rajawalli Pres, 2010), 79. 
6 Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (ed), Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka 
Firdaus, 1987), 237. 

































dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.7 (al-Rum: 21) 
 
Bila diperhatikan dari ayat diatas dapat penulis simpulkan, nampaklah 
bahwa pertama ditekankan oleh al-Qur’an mengenai perkawinan atau hidup 
berkeluarga ialah tujuannya yakni untuk memperoleh ketenangan (saki>nah), 
sedangkan ketenangan itu baru diperoleh dengan adanya rasa cinta 
(mawaddah) dan kasih sayang (rah}mah) di antara keduanya pasangan hidup 
(suami istri). 
Suatu hubungan kekeluargaan pasti ada sebuah perselisihan, yang mana 
penyelesaian dapat diselesaikan dengan damai ada yang diselesikan di 
Pengadilan Agama untuk bercerai. Perceraian dapat dikatakan hilangnya 
ikatan perkawinan, menghilangkan ikatan perkawinan itu adalah 
mengangkat ikatan perkawinan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi 
suaminya (dalam hal ini jika terjadi talak tiga). Yang dimaksud dengan 
mnegurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak 
bagi suami.  
Perceraian adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika 
atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata 
tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu8. 
Menurut pembagian perceraian, ulama’ syafi’iyyah dalam hal pembagiannya 
ada 4 macam, yakni cerai talak, cerai gugat, cerai mati dan cerai mati suri.  
                                                             
7 Ibid, 644. 
8 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazdhab al-Arba’ah, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr. 
1972), 216. 

































Kematian adalah sesuatu yang pada saat yang telah ditentukan, tidak ada 
kaitannya dengan perang, tempat yang kokoh, dan  tidak untuk mempercepat 
atau memperlambat. Jika maut itu datang, maka datanglah ia. Di dalam al-
Qur’an Surat Yunus ayat 49, menyatakan tentang kematian yang sudah pasti 
adanya. Allah berfirman dalam Q.S. al-Yunus: 49: 
 اُمأ ِ لُكِل .......... َي ََلَف ْمُُهلََجأ َءآَج َاِذإ ٌلََجا ٍة َتْس ُرِْخئ َنْو   ةَعاَس  َنْوُمِدَْقتَْسي َلََّو 
………. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang mereka, 
maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak 
(pula) mendahulukan(nya).9 (al-Yunus: 49) 
 
Kematian menurut hukum Islam adalah berpisahnya ruh dari tubuh dan 
dikeluarkanya ruh dari badan dan kemudian dipalingkan dari alam indra dan 
dihadapkan kepada Allah SWT, dalam keadaan tidak tentu waktunya, 
sedangkan tubuh dalam kesehatan yang sempurna dan anggota tubuh dalam 
keadaan yang sempurna, ruh meninggalkan tubuh tanpa sebab apapun, 
kecuali kehendak Allah telah lebih dahulu menetapkan suatu ketetapan yang 
pasti berlaku yaitu kematian orang yang dialami oleh ruh itu.10  
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis 
dan Bedah Mayat Anatomis Serta Tranpalasi Alat Atau Jaringan Tubuh 
Manusia dalam Pasal 1 menyatakan bahwa mati adalah keadaan insani yang 
diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan 
dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti.11 
                                                             
9 Depag RI, Al-Qur’an Dan Terjemah Special For Woman (Bandung: PT. Sigma Iksamidiya 
Arkanalima), 464. 
10 Mathin Kusuma Wijaya, “Makna Kematian Dalam Pandangan Jalaludin Rahkmat” (Skripsi—
UIN Sunan Klijaga, Yogyakarta: 2009), 74. 
11 PP No. 19 Tahun 1981. 

































Putusnya perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan sudah putus. Putus ikatan berarti salah seorang diantara 
keduanya mati, antara laki-laki dengan seorang perempuan sudah bercerai, 
dan salah seorang antara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak 
ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan 
sudah mati. Berdasarkan semua itu berarti ikatan perkawinan suami istri 
dapat putus dan atau bercerainya antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan yang diikat dengan tali perkawinan.12 
Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 




3. Atas keputusan pengadilan. 
Salah satu akibat dari putusnya perkawinan menurut hukum Islam dan 
Undang-Undang adalah kematian. Penulis pernah mendengar dari 
masyarakat bahwa  ada juga  orang yang telah dinyatakan mati tapi hidup 
kembali, yang mana sering disebut dengan Mati suri.14 Mati suri merupakan 
suatu fenomena yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Mati suri adalah 
kejadian dimana orang yang sudah mati dapat hidup kembali. Hal itu 
                                                             
12 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 73. 
13 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 38 dan Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal 113. 
14 Abdul Satar, Wawancara, Sembunganyar Dukun Gresik, 01 September 2017 Pukul 17.00 WIB 

































memang di luar logika sebagai manusia, hampir tidak dapat dipercaya. 
Bagaimana mungkin orang yang sudah di vonis mati dapat hidup kembali. 
Mati suri menurut pandangan Islam adalah dikatakan seperti orang tidur. 
Mati suri adalah seseorang yang benar-benar mati yang kemudian di rawat 
kemudian hidup kembali lalu mati kedua kalinya tetap di rawat.15 Allah 
SWT berfirman: 
 ِْيتالا ُكِسُْمَيف اَهِمَانَم ْيف ْتَُمت َْمل ِيتالاَو اَهِتْوَم َنْيِح َُسفْنلآا ى فََوَتي ُالله
 َْيلَع ىََضق ٍمَْوقِل َِتَيَلَّ َكَِلذ ِْيف اِنا ى امَس ُّم ٍلََجا َيِلا ىَرُْخلَا ُلِسُْري َو َتْوَمْلا اَه
 : رم  زلا( َنْوُراَكَفَتي42)  
 
“Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa 
(orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa 
(orang) yang telah ditetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa 
lainnya sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya yang demikian itu 
terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir”.16 (al-
Zumar: 42). 
 
Status mati suri menurut para ahli kedokteran mengatakan, istilah mati 
suri dalam dunia kedokteran adalah Near Death Experience. Kematian itu 
dinilai dari denyut nadi dan pembuluh darah serta fungsi otak. Dan pada 
kejadian mati suri kemungkinan belum mati otak. Akan tetapi, jantung 
berhenti dan peredaran darah berhenti tetapi otaknya masih berfungsi.17  
Menurut dunia kedokteran perkara tersebut sangatlah mustahil karena 
otak kekurangan oksigen 3 menit saja terjadi kerusakan permanen. Namun, 
karena Kuasa Allah maka terjadilah keanehan. Dan mati suri menurut Dunia 
                                                             
15 Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani, Nihayatuz Zain, Jilid 1 (Beirut: Dar Al-
Kotob), 149. 
16 Ibid., 752. 
17 Merry W, Vera Fan Uyung, “Mati Suri Dilihat Dari Sisi Medis Psikologis dan Spiritual”, 
https://health.detik.com/read/2012/08/01/085448/1980022/775/, Diakses Pada Tanggal 30 
September 2017. 

































kedokteran adalah istilah untuk kondisi seperti mati yang belum benar-benar 
mati. Aktifitas sel-sel tubuh dan bahkan organ sebenarnya masih ada, tetapi 
minimal.18 
Terdapat sebuah cerita dari masyarakat yang terdapat di Desa Lasem 
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik yang telah mengalami mati suri. Yang 
mana seorang suami yang telah mengalami kejadian mati suri dan kejadian 
tersebut telah terjadi sekitar 30 tahun yang lalu lamanya. Bahwa sebelumnya 
kematian yang benar-benar mati telah dinyatakan oleh pihak yang memiliki 
wewenang dalam menentukan kematian seseorang, dalam hal ini pihak yang 
berwenang adalah dokter. Dokter telah menyatakan bahwa si Mayyit telah 
mati karena sakit yang dideritanya. Kematiannya sudah diumumkan kepada 
khalayak  dan sudah dimandikan Akan tetapi, setelah dikafani si Mayyit 
tersebut hidup kembali.19  
Dalam hal ini apakah kematiannya yang telah dinyatakan benar-benar 
mati oleh dokter dianggap mati atau hidup?. Dan kaitannya dengan 
perkawinannya bagaimana status perkawinan setelah suami mati suri. 
Apakah status perkawinannya terputus ataukah tetap berlangsung seperti 
terjadi dalam kejadian tersebut?. karena dampak dari status perkawinan 
setelah suami mengalami mati suri adalah dapat memutuskan tali 
perkawinan dan harta yang dimiliki dalam masa hidupnya tidak dapat 
dikembalikan lagi kepadanya. 
                                                             
18 Ibid. 
19 Abdul Sakur, Wawancara, Lasem Sidayu Gresik, 21 September 2017 Pukul 18.00 WIB 

































Dengan begitu, dengan adanya permasalahan tersebut di atas, maka 
penulis merasa ingin tahu mengapa masalah tersebut terjadi di masyarakat. 
Oleh karena itu, dari kegiatan penelitian ini diharapkan akan mampu untuk 
mendapatkan suatu gambaran dan jawaban yang kongkrit. Dengan bertitik 
tolak dari realitas kasuistik tersebut. Maka penulis merasa terpanggil untuk 
melakukan penelitian serta membahasnya melalui skripsi dengan judul: “ 
ANALISIS HUKUM KELUARGA TERHADAP STATUS PERKAWINAN 
SETELAH SUAMI MATI SURI (Studi Kasus di Desa Lasem Kecamatan 
Sidayu Kabupaten Gresik)”. 
 
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
 Identifikasi masalah adalah mengenali masalah-masalah yang ada 
di latar belakang dan tidak boleh keluar dari itu. Dari penjabaran latar 
belakang di atas dapat diidentifikasi masalahnya, diantaranya: 
a. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam. 
b. Perceraian menurut hukum Islam  
c. Pengertian kematian menurut Islam.  
d. Putusnya Perkawinan menurut hukum Islam. 
e. Pengertian mati suri menurut Islam. 
f. Paparan peristiwa singkat tentang suami mati suri di Desa Lasem 
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 

































g. Menjelaskan secara singkat terhadap implikasi dari status 
perkawinan setelah mengalami mati suri. 
2. Batasan Masalah 
Untuk membatasi atau mempersempit ruang lingkup masalah 
yang teridentifikasi dan untuk memberikan arah yang jelas dalam 
penelitian ini, maka penulis membatasi hanya pada masalah-masalah 
berikut ini : 
a. Menjelaskan analisis hukum keluarga terhadap kelanjutan status 
perkawinan sepasang suami istri yang suaminya mengalami mati 
suri di Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 
b. Menjelaskan implikasi status perkawinan sepasang suami istri yang 
suaminya mengalami mati suri di Desa Lasem Kecamatan Sidayu 
Kabupaten Gresik. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemikiran yang telah diuraian  dalam latar belakang di atas, 
maka adapun yang menjadi permasalahan penulis disini adalah, sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana analisis hukum keluarga terhadap kelanjutan status 
perkawinan sepasang suami istri yang suaminya mengalami mati suri di 
Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik? 

































2. Bagaimana analisis hukum keluarga terhadap implikasi status 
perkawinan sepasang suami istri yang suaminya mengalami mati suri di 
Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah 
pernah dilakukan di seputar masalah status perkawinan yang diteliti 
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan 
merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian tersebut. 
Pembahasan utama yang dijadikan obyek oleh penulis dalam karya tulis 
ilmiah ini adalah “Analisis Hukum Keluarga tentang Status Perkawinan 
Setelah Suami Mati Suri (Studi Kasus Di Desa Lasem Kecamatan Sidayu 
Kabupaten Gresik)” yang berbeda dengan pembahasan tentang status 
perkawinan yang sudah ada dan telah dilakukan penelitian sebelumnya. 
Permasalahan sebelumnya, hal ini diketahui dengan adanya skripsi atau 
karya tulis ilmiah lain yang berkaitan tentang status perkawinan 
sebelumnya, Yaitu: 
Pertama, skripsi Rio Arif Wicaksono dari Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta, tahun 2008 H/1429 M skripsinya yang berjudul 
tentang “Status Perkawinan Istri Akibat Suami Hilang”. Dalam hal ini 

































skripsi ini hanya membahas tentang status perkawinan yang suaminya telah 
hilang atau mafqu>d.20 
Kedua, skripsi Shohibul Jamil dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya, tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Status Perkawinan di Masa Iddah Dengan Menggugurkan Kandungan”. 
Dalam hal ini skripsi ini membahas tentang status perkawinan di Masa Iddah 
yang telah menggugurkan kandungan.21 
Ketiga, skripsi Choerul Umam dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Salatiga, tahun 2015 yang berjudul tentang “ Status Pernikahan 
Karena Murtad (Studi Perbandingan Fiqih dengan hukum Islam Positif)”. 
Dalam hal ini skripsi ini berisikan tentang status perkawinan bagi orang 
yang murtad yang diteliti dengan penelitian pustaka yang dikomparasikan 
antara fikih dan hukum positif.22 
Keempat, skripsi Farisa Ardian Yudistijaya dari Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung, tahun 2016 yang berjudul tentang “ Status 
Perkawinan Pada Masa Iddah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan Jo. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang 
                                                             
20 Rio Arif Wicaksono, “Status Perkawinan Istri Akibat Suami Hilang” (Skripsi--UIN Syarif 
Hidayatullah, Jakarta, 2008). 
21 Shohibul Jamil, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Perkawinan di Masa Iddah Dengan 
Menggugurkan Kandungan” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Jakarta, 2013). 
22 Choerul Umam, “Status Pernikahan Karena Murtad (Studi Perbandingan Fiqh dengan Hukum 
Islam Positif)” (Skripsi-- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Salatiga, 2015). 

































Kompilasi Hukum Islam”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang 
perkawinan saat masa iddah berdasarkan Undang-Undang.23 
Perbedaan dari penelitian dari penulis dengan karya tulils ilmiah atau 
skripsi yang telah dipaparkan di atas adalah dari permasalahannya, penulis 
membahas tentang status perkawinan setelah mati suri yang terdapat di Desa 
Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian adalah, 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui analisis hukum keluarga terhadap kelanjutan status 
perkawinan sepasang suami istri yang suaminya mengalami mati suri di 
Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 
2. Untuk mengetahui analisis hukum keluarga terhadap implikasi status 
perkawinan sepasang suami istri yang suaminya mengalami mati suri di 




                                                             
23 Farisa Ardian Yudistijaya, “Status Perkawinan Pada Masa Iddah Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi 
Hukum Islam” (Skripsi-- Universitas Pasundan Bandung, 2016). 

































F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya. Adapun 
kegunaan dengan adanya penelitian ini adalah, sebagai berikut: 
1. Aspek Teoritis 
a. Sebagai sarana media tranformasi agar dapat memperluas cakrawala 
pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan 
masalah status perkawinan setelah mati suri ini. 
b. Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah dan memperkaya 
pengetahuan / wawasan dalam menerapkan Ilmu pengetahuan yang 
diperoleh dalam bentuk karya tulis ilmiah. Selain itu juga dapat 
menambah pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam. 
2. Aspek Praktik 
Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta 
bagi para pembaca lainnya terkait permasalahan perkawinan setelah 
suami mati suri sekaligus dijadikan sebagai bahan pedoman atau rujukan 
dan dasar bagi peneliti lainnya untuk mengkaji hal ini lebih lanjut dan 
lebih mendalam. 
 
G. Definisi Operasional 
Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan 
diteliti serta menghindari dari kesalahpahaman bagi para pembaca dalam 

































memahami judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk 
menjelaskan maksud dari judul tersebut, yakni: 
1. Hukum Keluarga adalah hukum keluarga tentang perkawinan dan 
perceraian menurut Ulama’ Syafi’iyyah.  
2. Status Perkawinan Setelah Suami Mati Suri adalah setelah suaminya mati 
lalu hidup kembali dan hidup dalam rumah tangga suami istri tanpa akad 
dalam perkawinan lagi. 
 
H. Metode Penelitian 
Dalam melakukan sebuah penelitian maka tidak lepas dari langkah-
langkah kerja penelitian. Adapun metode yang penulis gunakan dalam 
melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dan 
penelitian lapangan ini adalah melakukan penelitian di lapangan untuk 
memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi 
responden yang berada di rumah dan para responden yang lainnya24. 
Dengan demikian, jenis penelitiannya tidak murni field research tetapi 
juga library research, meskipun dalam implementasinya data-data 
pustaka yang diperoleh digunakan untuk mendukung data-data yang 
diperoleh dari telaah lapangan.  
                                                             
24 Ibid., 32. 

































2. Data Yang Dikumpulkan 
 Dalam rangka menjawab pertanyaan ini, akan dikumpulkan data 
penelitian sebagai berikut: 
a. Data tentang selayang pandang di Desa Lasem Kecamatan Sidayu 
Kabupaten Gresik. 
b. Data perkawinan rumah tangga Ramli dan Marlika di Desa Lasem 
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 
c. Data peristiwa mati suri di Desa Lasem Kecamatan Sidayu 
Kabupaten Gresik. 
3. Sumber Data 
 Sumber yang dipakai dalam penelitian ini, terdiri dari sebagai 
berikut: 
a. Sumber Primer 
1) Deskripsi tentang mati suri di Desa Lasem Kecamatan Sidayu 
Kabupaten Gresik. 
“bahwa telah terjadi seorang suami yang mati suri di Desa 
Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Setelah 
dinyatakan mati, saat dikafani Mayyit hidup kembali”. 
Dalam hal ini bersumber dari wawancara kepada Ibu Marlika 
selaku istri dari Bapak Ramli dan keluarga di Desa Lasem 
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. 
 
 

































b. Sumber Sekunder 
Sumber Sekunder adalah sumber yang menjadi subyek dari 
penelitian. Yakni data ini bersumber dari litetatur yang mempunyai 
korelasi dengan data penelitian, sebagai berikut: 
1) Depag RI Jakarta, Al-Qur’an dan Terjemah, Surabaya: 
Mahkota, 1989. 
2) Abdul malik Abdul karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, Jakarta: 
PT Pustaka Panjimas, 1982. 
3) Ibnu Qadamah, Al-Mughni, penerjemah Mamduh Tirmidzi, 
Dudi Rosadi, Jakarta: 2012, Pustaka Azzam. 
4) Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani, Nihayat al-
Zain, Jilid 1, Beirut: Dar Al-Kotob. 
5) Abu Bakar Muhammad Ustman Bin Muhammad Syathah al-
Dimyati al-Bakri, Hasyiyah I’anatut{-t{alibi>n, Juz 2, Beirut: Dar 
al-Kotob al-Ilmiah. 
6) Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9, 
Jakarta: Gema Insani, 2011. 
7) Ismail Yakub, Terjemah al-Umm, Jilid V, (Jakarta: CV. Faizan, 
1984 
8) Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, 
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. 

































9) Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita, 
Penerjemah: M. Abdul Ghafur. Jakarta: Pustakan Kaustar, 
1998. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai bahan 
penelitian, adalah: 
a. Wawancara atau interview 
Wawancara ini penulis lakukan guna untuk dijadikan sebagai salah 
satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh deskripsi mati 
suri di Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Dalam 
hal ini penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab langsung 
kepada Ibu Marlika selaku istri dari Bapak Ramli dan kepada Bapak 
Sakur selaku tetangga dan tokoh masyarakat setempat sebagai 
referensi. Yang kemudian dideskripsikan menjadi sebuah narasi. 
5. Teknik Pengelolaan Data 
a. Editing 
Adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah 
dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau data 
terkumpul itu tidak logis dan meragukan.25 
Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan yang 
sudah penulis dapatkan di Desa Lasem Kecamatan Sidayu 
Kabupaten Gresik. 
                                                             
25 Teknik Pengolahan Data Deskriptif dalam “ http://cahayalaili.blogspot.co.id/2011/05/ , Diakses 
Pada Tanggal 22 September 2017). 

































b.  Organizing 
Adalah suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu 
dilaksanakan dan diawasi. 
Pelaksanaan tersebut berada di Desa Lasem Kecamatan 
Sidayu Kabupaten Gresik dalam rangka memaparkan apa yang 
sudah dirancang sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan 
gambaran secara jelas tentang perkawinan bagi istri setelah 
ditinggal mati suri oleh suami di Desa Lasem Kecamatan Sidayu 
Kabupaten Gresik.   
6. Teknik Analisis Data 
 Teknis analisis data skripsi ini menggunakan teknik deskripsi 
analisis, yaitu teknis analisisa dengan cara memaparkan apa adanya. 
Dengan hal ini data peristiwa mati suri. Kemudian dianalisa dengan 
menggunakan hukum Islam dengan menggunakan pola pikir deduktif 
yaitu menggambarkan penelitian dari yang umum ke yang khusus.  
 
I. Sistematika Pembahasan 
Untuk mendapatkan gambaran secara umum, jelas dan mempermudah 
dalam penyusunan penelitian skripsi ini, maka penulis menyajikan 
sistematika pembahasan penelitian skripsi ini ke dalam lima bab, sebagai 
berikut: 

































Bab Pertama, membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar 
belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua, pada bab ini merupakan kerangka teori yang menjelaskan 
tentang konsep perkawinan dan perceraian menurut ulama’ syafi’iyyah. 
Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan hasil penelitian atau data 
penelitian di lapangan tentang mati suri dalam rumah tangga di Desa Lasem 
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik  
Bab keempat, Pada bab ini berisikan tentang analisis dari penulis 
terhadap hasil penelitian di lapangan yakni status perkawinan Ramli dan 
Marlika dan implikasinya dengan hukum keluarga. 
Bab kelima, pada bab ini memuat Penutup yang berisikan kesimpulan 
dari hasil penelitian lapangan dan juga saran yang diberikan sesuai dengan 
permasalahan yang ada.  
 






































1. Pengertian Perkawinan 
 Kawin secara bahasa berarti mengumpulkan atau sebuah 
pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus yang 
dalam syari’at dikenal dengan akad dalam perkawinan. Sedangkan secara 
syari’at berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-
senang dengan perempuan dengan berhubungan intim, menyetubuh, 
mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan 
termasuk mah}ram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga.1 
Dalam firman Allah SWT dalam Surat al-Dzariat: 49 yang 
berbunyi: 
 ْوُرََّكَذت ْمُكََّلَعل ِنْيَجْوَز َانَْقلَخ ٍءْيَش ِ لُك ْنِمَو( َنيراذلا : ة49) 
“Dan dari segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodoh, agar kamu 
sekalian mau berpikir.” 2(al-Dzariat) 
 
Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan 
bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, kelestarian hidupnya, 
setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif 
dalam mewujudkan tujuan perkawinan. 
                                                             
1 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39. 
2 Depag RI Jakarta, Al-Qur’an dan Terjemah, (Surabaya: Mahkota, 1989), 862. 

































Golongan Syafi’iyyah mendefinisikan kawin secara syari’at adalah 
akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya wat}i’ (bersenggama) 
dengan menggunakan lafadz kawin atau tazwi>j dan lafal-lafal yang 
semakna dengan keduanya. Perkawinan Fiqih berarti akad perkawinan 
yang ditetapkan oleh syara’ bahwa seorang suami dapat bersenang-senang 
dengan seorang istri dan memanfaatkan kehormatan dan seluruh 
tubuhnya.3 Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat 
mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Akan 
tetapi, juga dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan 
antara suatu kaum dengan kaum yang lain. 
Berdasarkan definisi yang dibuat oleh masing-masing ulama fikih 
Ibrahim Hosen dalam buku berjudul fiqih perbandingan dalam masalah 
kawin, thalaq, ruju’ dan hukum kewarisan menyimpulkan bahwa kawin 
adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki 
hak memiliki penggunaan terhadap farji (kemaluan) perempuan dan 
seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.4  
Menurut Syafi’iyyah, pada hakikatnya perkawinan itu berarti 
hubungan badan dan akad yang dilakukan hanyalah merupakan metafora. 
Hal ini untuk mengartikan pendapat Abu Hasan bin Faris, bahwa nikah 
tidak disebutkan di dalam al-Qur’an, melainkan dengan pengertian kawin. 
Seperti dalam firman Allah SWT Q.S al-Nisa: 65. 
                                                             
3 Ibid., 356. 
4 Ibid., 18. 
5 Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 323 

































Pendapat ulama’ Syafi’iyyah di atas yang telah diuraikan secara 
mendalam yang tentunya menarik untuk dicermati, karena berdasarkan 
pandangan penulis tampaknya para ahli dan para ulama sendiri 
mendefinisikan perkawinan semata-mata hanya berfokus dalam konteks 
hubungan biologis saja. Tentunya hal ini menjadikan lebih menarik untuk 
dicermati bersama mengapa para ahli dan para ulama tersebut 
berpendapat demikian. Hal ini dikiranya wajar sebab dari makna asal dari 
kawin itu sendiri sudah berkonotasi dengan hubungan sexual. Mungkin 
berangkat dari segi asal bahasa tersebutlah yang melatar belakangi para 
ahli dan para ulama untuk membuat definisi sedemikian rupa itu, seperti 
halnya yang telah dipaparkan di atas.  
Di samping itu juga harus jujur diakui oleh penulis yang 
menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan 
perkawinan yaitu salah satunya dorongan-dorongan yang bersifat biologis 
baik disebabkan karena ingin mendapatkan keturunan ataupun karena 
memenuhi kebutuhan sexualnya. Bahkan mahar / maskawin yang semula 
pemberian yang ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada 
perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan 
halalnya seorang laki-laki berhubungan sexual dengan perempuan. 
Implikasi yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang 
dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai peristiwa-
peristiwa perkawinan.  

































Perkawinan di atas dapat penulis simpulkan, bahwa perkawinan 
adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan yang bukan mah}ram sebagai suami istri yang membangun 
suatu rumah tangga yang kekal, abadi dan bahagia di dunia dan di akhirat. 
Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami 
oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa 
diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal 
menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan 
sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga 
kelanggengannya. Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya 
sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang 
perkawinan. 
2. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Keberadaan rukun dan syarat perkawinan menentukan sah 
tidaknya suatu perkawinan. Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi, 
dalam melakukan suatu pekerjaan / ibadah. Bila tidak terpenuhi maka 
ibadah / pekerjaan tersebut tidak sah. Sahnya suatu perkawinan adalah 
dengan adanya akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun 
merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dalam suatu akad.  
Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi 
sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi 
ketentuan / perbuatan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah. 
Syarat merupakan suatu hal yang dilakukan sebelum kegiatan itu 

































dilakukan. Jika dalam hal perkawinan, maka syarat-syarat sebelum 
perkawinan itu dimulai. Oleh karena itu, rukun dan syarat perkawinan 
merupakan suatu hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan untuk 
mewujudkan keinginan keluarga kedua belah pihak. Rukun perkawinan 
adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.  
Ulama Syafi’iyyah menjelaskab tentang unsur pokok suatu 
perkawinan, bahwa unsur tersebut adalah laki-laki dan perempuan yang 
akan melangsungkan perkawinan yaitu akad itu sendiri, wali yang 
melangsungkan akad dengan calon suami, dua orang saksi yang 
menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan 
penjelasan tersebut, dapat dirincikan bahwa rukun perkawinan adalah 
sebagai berikut:6 
a. Calon mempelai laki-laki, 
b. Calon mempelai perempuan, 
c. Wali dari mempelai perempuan yang mengakadkan perkawinan, 
d. Dua orang saksi, 
e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh calon 
suami.  
Penjelasan terkait rukun dan syarat perkawinan di atas adalah, 
sebagai berikut: 
a. Pihak-pihak yang langsung melangsungkan perkawinan. 
                                                             
6 Ibid., 37. 

































 Pihak yang melangsungkan perkawinan adalah mempelai laki-laki 
dan mempelai perempuan. Keberadaan kedua calon suami istri ini 
tidak harus diartikan sebagai ada hadir secara fisik, mungkin karena 
satu dan hal lainnya tidak dapat hadir. Tetapi, tetap memberi kuasa 
hukum kepada seseorang untuk melakukan ijab qabulnya. Jadi yang 
menjadikan syarat penting dari masing-masing calon mempelai 
pengantin adalah, diantaranya:7 
1) Dewasa (baligh). 
2) Berakal. 
Penjelasan dari syarat di atas diantaranya sebagai berikut adalah:8 
Sebagaian Pengikut Madzhab Syafi’iyyah berpendapat, bahwa 
anak laki-laki dapat mengawinkan dirinya untuk meredean dan 
menjaga kemaluannya menjelang dewasa. Akan tetapi jika anak 
perempuan, ia tidak mempunyai hak untuk mengawinkan dirinya. 
Abdullah bin Hamid berkata, seorang hakim mengawinkannya jika 
terlihat dari si anak yang gila syahwat kepada perempuan dengan cara 
memandatangi dan menginginkannya, ini adalah pendapat Pengikut 
Mazdhab Syafi’iyyah. 
Berkenaan tentang menikahnya calon pengantin yang gila atau 
hilang akalnya, maka bagi seorang ayah boleh mengawinkannya dan 
anak laki-laki tidak boleh mengawinkannya sendiri. Pengikut 
Mazdhab Syafi’iyyah berkata, ayah tidak boleh melakukan hal 
                                                             
7 Ibid., 38. 
8 Ibid., 328. 

































tersbeut, Karena dalam perkawinan terdapat kewajiban untuk 
memberikan mahar dan nafkah. Dengan ketidakadaan kebutuhan akan 
hal tersebut, maka ia tifak boleh mengawinksnnys, seperti halnya 
para wali. 
Mengenai anak laki-laki yang sudah baligh tetapi gila, pernyataan 
dari Ahmad dan Al-Kharqi akan menjelaskan hal ini. mereka berkata, 
bagi seorang ayah dapat mengawinkannya dengan tampaknya atau 
tidaknya pertumbuhan keinginan syahwat. Al-Qadhi berkata, seorang 
ayah dapat mengawinkan anaknya dalam keadaan tersebut apabila 
Nampak dari anaknya pertumbuhan keinginan syahwatnya yang 
diketahui dengan mendatangi perempuan dan lain sebagainya, ini 
pendapat Pengikut Mazdhab Syafi’iyyah. 
b. Ijab Qabul 
Akad dalam perkawinan adalah perjanjian yang berlangsung antara 
dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan 
qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul 
adalah penerimaan dari pihak kedua. Para ulama Pengikut Mazdhab 
Syafi’iyyah terhadap ijab qabul sebagai salah satu rukun perkawinan. 
Syarat-syarat ijab qabul yang sebagian lain masih diperselisihkan 
tersebut meliputi sebagai berikut:9 
1) Akad harus mulai dengan ijab dari wali pihak perempuan dan 
dilanjutkan dengan qabul dari calon mempelai laki-laki. 
                                                             
9 Ibid., 39. 

































Meskipun demikian, ulama memperbolehkan laki-laki 
mengucapkan ijab baru wali dari perempuan mengucapkan qabul. 
2) Materi ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si 
mempelai laki-laki dan perempuan secara lengkap dan bentuk 
mahar yang akan disebutkan. 
3) Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa 
terputus walaupun sesaat menurut ulama Imam Syafi’i. Namun 
ulama Malikiyyah memperbolehkan terlambatnya ucapan qabul 
dari ucapan ijab, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang 
pendek / sebentar. Sedangkan, menurut al-Mughni apabila 
pengucapan qabul cukup berjarak dengan ijab dalam suatu 
majelis tetap sah apabila kedua belah pihak tetap pada satu 
majelis. 
4) Ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang 
bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena 
perkawinan itu ditunjukkan untuk sepanjang hayat. 
5) Ijab dan qabul mesti menggunakan lafadz yang jelas dan terus 
terang, tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karena lafadz 
sindirian itu memerlukan niat sementara saksi tidak tahu yang 
diniatkan dalam hati yang bersangkutan. Ulama sepakat lafadz / 
bahasa yang jelas digunakan dalam ijab dan qabul dengan kata-
kata nakaha atau zawaja atau dengan istilah “kawin” dalam 

































bahasa Melayu sebagaimana banyak digunakan pada masyarakat 
Indonesia. 
Ada tiga keadaan  terhadap orang yang terhalamg dalam 
pengucapan akad dalam perkawinannya menurut sebagian Pengikut 
Madzhab Syafi’iyyah adalah:10 
1) Bagi walinya berhak untuk mengawinkannya ketika mengetahui 
darinya untuk kawin, karena hal tersebut berdampak pda 
kebaikan, menjaga agama, harta, dan dirinya. Apabila tidak 
melakukan perkawinannya dapat menimbulkan masalah buruk 
seperti zina. 
2) Wali memberikan izin kepadanya untuk kawin dalam keadaan 
wali dapat mengawinkannya yaitu sesuai kebutuhan. Karena ia 
termasuk orang yang berhak untuk kawin berakal dan mampu 
memberikan tanggung jawab dan memiliki hak untuk thalaq dan 
khulu’ maka perkawinannya dapat dilimpahkan kepada wali lalu 
wali memilih antara menentukan seorang perempuan baginya 
atau hanya mengizinkannya. Sebagian Pengikut Mazdhab 
Syafi’iyyah berkata, dalam hal ini dibutuhkan sebuah penetapan 
keputusan, agar tidak terjadi masalah apabila ia mengawini 
perempuan yang terhormat dengan mahar dan biaya yang banya 
akan tetapi semua itu tidak baik baginya. 
                                                             
10 Ibid., 334-336. 

































3) Ia kawin tanpa izin dari wali, para Pengikut Mazdhab 
Syafi’iyyah berkata, jika memungkinkan baginya untuk meminta 
izin walinya maka perkawinannya tidak akan sah tanpa izinnya, 
karena haknya terhalang oleh wali, maka perbuatannya tanpa izin 
wali dianggap tidk sah. 
c. Wali dalam perkawinan 
Sesungguhnya perkawinan tidak akan sah tanpa adanya wali dari 
calon mempelai perempuan. jadi perngertian wali dalam perkawinan 
adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan 
dalam suatu akad perkawinan. Pendapat Al-Ishthakhri dari pengikut 
madzhab syafi’I menjelaskan bahwa jika hakim telah memutuskan 
sahnya akad ini atau wali untuk akadnya adalah hakim maka 
keputusan tidak boleh dibatalkan, karena hal tersebut menyalahi 
Nash yang ada. Pendapat pertama lebih utama, karena masalah ini 
berbeda dan diperbolehkan berijtihad dalam mengambil 
keputusannya, maka tidak boleh membatalkan putusan hukum, 
seperti halnya menjatuhi hukuman kepada tetangga  dengan 
mengambil manfaat. Perkara ini telah jelas dari awal, terdapat 
pendapat dalam sahnya dan telah menyimpang dari kenyataannya11.  
Hak perwalian adalah hak yang berhubungan dengan kekerabatan, 
maka saudara laki-laki seayah dan seibu lebih diutamakan sama 
halnya dalam hal warisan dan hak warisan perwalian. Syafi’iyyah 
                                                             
11 Ibnu Qadamah, Al-Mughni, penerjemah Mamduh Tirmidzi, Dudi Rosadi, (Jakarta: 2012, 
Pustaka Azzam), 227. 

































diutamakan saudara laki-laki seayah dan seibu yang pertama telah 
gugur12. 
Perwalian apabila berhalangan boleh untuk diwakilkan. Dan wakil 
dari wali dapat menggantikannya walaupun dia hadir menurut 
pengikut madzhab Syafi’iyyah ada dua pendapat pada masalah 
perwakilan walu selian dengan ayah dan kakek, salah satunya adalah 
tidak diperbolehkan, karenanya perwalian dengan izin, maka dalam 
hal ini tidak boleh diwakilkan. Bagi duda yang sudah terikat sebagian 
pengikut mazdhab  Syafi’iyyah adalah melarang hal perwakilan wali 
dengan seorang duda dan menganggapnya tidak sah.13 
Keberadaan wali dalam perkawinan merupakan menunjukkan 
keabsahan dalam perkawinan maka hak perwalian yang diperoleh 
menjadi wali berdasarkan madzhab Syafi’iyyah, diantaranya adalah: 






Penjelasan syarat-syarat di atas diantaranya sebagai berikut:14 
                                                             
12 Ibid., 244. 
13 Ibid., 251. 
14 Ibid., 255-257. 

































Syarat pertama berakal, ibarat perwalian ditetapkan pada orang 
yang memiliki kearifan dan tidak dapat menjadikannya dirinya wali, 
dan orang yang berakal tidak dapat memiliki kearifan dan tidak dapat 
menjadikannya dirinya wali. al-Qadhi berkata, bahwa orsng tuan 
yang telah lama melemah kearifnnya karena faktor usia, ia tidak 
dapat mengetahui dengan baik begainya perempuan maka tidak ada 
hak perwalian baginya. 
Syarat kedua merdeka, seorang hamba sahaya tidak memiliki hak 
perwalian, sesuai dengan pendapat sekumpulan ulama madzhab 
Syafi’iyyah menyatakan bahwa hamba sahaya tidak mempunya ha 
katas dirinya. 
Syarat ketida Islam, orang kafir tidak mempunyai hak dalam 
perwalian orang muslimah. 
Syarat keempat laki-laki, syarat untuk perwalian menurut semua 
para ulama. Karena laki-laki dianggap sempurna dan perempuan 
dianggap kurang sempurna sebab pemikirannya yang pendek\. 
Syarat kelima baligh, ini syarat yang amat jelas dalam semua 
madzhab khususnya ulama madzhab Syafi’iyyah bahwa seorang anak 
kecil (laki-laki) tidak dapat menikahkan sehingga ia bermimpi. 
Syarat keenam adil, ada dua pendapat tentang syarat wali 
perkawinan adil. Yang pertama, disini jelas bahwa tidak akan sah 
tanpa sikap adil pada walinya. Hukum wali yang fasiq dan  dua 
saksinya adil, bahwa wali yang fasiq dapat merusak akad perkawinan. 

































Ini hakikat yang menyatakan dari perkataan al-Kharqi yang 
menyatakan bahwa anak kecil, hamba sahaya dan orang kafir dan 
tidak menyatakan di dalamnya orang fasiq. 
Adapun wali yang mengawinkannya dari selainnya, sedangkan 
wali yang berhak juga datang dan tidak mencegahnya dalam pendapat 
sebagian pendapat pengikut Mazdhab Syafi’iyyah berkata, 
bahwasannya jika ia dikawinkan oleh wali yang kedudukannya lebih 
jauh, sedangkan wali yang dekat juga hair , maka ijab perkawinan 
tanpa izin dari wali yang lebih dekat tidaklah sah, karena tidak 
mendapat izin dari wali yang lebih dekat dan lebih berhak dalam 
perwalian seorang perempuan.15 
Dan apabila terdapat wali yang lebih berhak telah disampaikan 
pemberitahuannya akan tetapi tidak menghadiri perwalian tersebut, 
maka wali yang lebih jauh kekerabatannya dapat mengawinkannya 
atau jika tidak ada juga maka penguasa (wali hakim) yang 
mengawinkannya. Pengikut Mazdhab Syafi’iyyah berpendapat, 
bahwa yang dapat mengawinkan jika wali yang lebih dekat tidak ada 
adalah hakim (penguasa), karena ketidaksampaiannya wali terdekat 
ke perkawinan dengan tetapnya hak perwalian atasnya, maka 
hakimlah yang berhak menggantikan kedudukannya.16 
Pengikut Mazdhab Syafi’iyyah berselisih pendapat dalam wali 
tang tidak datang dan perwaliannya digantikan oleh hakim. Sebagian 
                                                             
15 Ibid., 272. 
16 Ibid., 282. 

































berkata, bahwa jaraknya dekat. Dan sebagian ynag lain berkata, 
hakim yang mengawinkannya, walaupun wali tersebut termasuk 
kerabat dekat. Ini adalah hakikat dari apa yang dituliskan oleh Asy-
Syafi’i.17 
Wali yang memiliki hak memaksa anak perempuannya kawin 
hanyalah ayah dan kakek. Selain ayah tidak ada yang boleh memasa 
perempuan yang telah dewasa atau masih kecil untuk kawin. Dalam 
hal unu pendapat Mazdhab Syafi’iyyah berpendapat, kecuali pada 
kakeknya, karena ia dijadikan seperti ayah, Karena hak perwaliannya 
merupakan hubungan anak, maka ia memiliki hak untuk memaksa 
perempuan seperti ayahnya.18 
d. Saksi dalam perkawinan 
Keberadaan saksi dalam perkawinan terdiri dari 2 orang saksi. 
Menurut Pengikut Mazdhab Syafi’iyyah  dan Hanabilah 
menempatkan saksi sebagai rukun perkawinan.19 Dan bagi Pengikut 
Mazdhab Syafi’iyyah berkata, akad tidak akan dilaksanakan kecuali 
dua saksi laki-laki muslim, walaupun kedua calon pengantin tersebut 
muslim atau hanya calon laki-lakinya saja yang muslim20.  
Pengikut Mazdhab Syafi’iyyah mengambil pendapat tentang akad 
kawinnya yang tidak diterima bagi saksi yang fasid. Karena 
perkawinannya tidak dapat disahkan dengan kesaksian dua orang 
                                                             
17 Ibid., 284 
18 Ibid., 307. 
19 Ibid., 41. 
20 Ibid., 229. 

































fasiq, mereka berdua dianggap seperti dua orang gila. Dan satu saksi 
laki-laki dan 2 saksi perempuan tidak diperbolehkan bagi perempuan 
menjadi saksi dalam perkawinan, walaupun bersama seorang laki-laki 
untuk mempermudahkan21. 
Tidak diperbolehkan saksi dua orang anak kecil, walaupun laki-
laki karena mereka bukan termasuk orang yang diterima kesaksiannya 
dan diperbolehkan menggunakan kesaksian dua orang remaja laki-laki 
yang berakal. Tidak menerima kesaksian dua orang gila dan semua 
orang termasuk dalam kelompok yang tidak diterima kesaksiannya, 
karena kesaksian mereka sia-sia dan kesaksian dua orang bisu tidak 
diterima. 
Sebagian Pengikut Madzhab Syafi’iyyah berpendapat tentang 
kesaksian dua hamba sayaha laki-laki tidak diterima. Dan kesaksian 
orang buta dapat diterima, dalam hal ini pandangan Pengikut 
Mazdhab Syafi’iyyah memiliki dua pandangan.22 
Jadi, dari pendapat Pengikut Mazdhab Syafi’iyyah tersebut dapat 






                                                             
21 Ibid., 230-231. 
22 Ibid., 233. 

































5) Tidak tuli dan bisu. 
6) Buta (bagi Pengikut Madzhab Syafi’iyyah memiliki dua 
pandangan, adanya yang berkata tidak boleh dan ada yang 
berpendapat boleh). 
 Persyaratan di atas, ada beberapa syarat yang lain dalam 
melakukan perkawinan, diantaranya sebagai berikut: 
a. Penyebab larangan adanya perkawinan 
 Larangan perkawinan yang dimaksud adalah orang-orang yang 
tidak boleh melakukan perkawinan, yakni perempuan-perempuan 
mana saja yang haram dikawini oleh laki-laki atau sebaliknya. Maka 
dari itu di setiap akan mendaftar perkawinan di KUA ketika rafa’ 
pasti akan ditanyai “apakah pernah ada hubungan dengan calon 
mempelai” karena itu bertujuan untuk mengetahui calonnya masuk 
dalam hal larangan untuk dikawini atau tidak.  
Kutipan Fiqih Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq ada dua 
macam perempuan yang diharamkan untuk dikawini, yakni mah}ram 
mu’abbad dan mah}ram mu’aqqad.23 
1) Mah}ram mu’abbad adalah haram untuk mengawini perempuan 
tersebut untuk selamanya. Ada tiga sebab perempuan yang 
diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki, sebagai 
berikut: 1). Karena nasab, yakni: ibu kandung, anak perempuan, 
saudara perempuan seayah seibu atau sekandung, bibi dari pihak 
                                                             
23 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid 6 (Bandung: PT Al-ma’arif, 1980), 103. 

































ayah, bibi dari pihak ibu, keponakan laki-laki dan perempuan. 2). 
Karena perkawinan, yakni: mertua, anak tiri yang ibunya sudah 
digauli, mantu dan ibu tiri. 3). Karenan susuan, yakni: ibu susu, 
ibu dari ibu susuan, ibu dari dari bapak susunya, saudara 
perempuan dari ibu susunya, saudara perempuan dari bapak 
susunya, cucu perempuan ibu susunya, saudara perempuan 
sesusuan baik seayah atau seibu. 
2) Mah}ram mu’aqqad adalah perempuan yang dilarang dikawini 
hanya untuk semantara saja. Diantaranya: 1). Perempuan yang 
dikawini dan sesamanya. Artinya perempuan yang masih dalam 
masa iddah baik cerai hidup atau cerai mati. 2). Perempuan yang 
tertalak tiga kali bagi suaminya. 3). Poligami melebihi empat 
orang istri. 4). Perempuan yang bukan beragama samawi. 5). 
Perempuan murtad. 
b. Mahar / Maskawin 
Kedudukan mahar / maskawin sebagai kewajiban perkawinan dan 
sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka 
perkawinannya menjadi tidak sah. Dasarnya adalah Q.S. al-Nisa’ ayat 
4: ”Berikanlah maskawin (s}adaq / nih}lah) sebagai pemberian yang 
wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai 
maskawin itu senang hati, maka gunakanlah (makanlah) pemberian 
itu dengan sedap dan nikmat”. Ayat 24: “ Dihalalkan bagimu 
(mengawini) perempuan-perempuan dengan hartamu (mahar), seperti 

































beristri dengan dia, dan bukan berbuat jahat. Jika kamu telah 
menikmati (bersetubuh) dengan perempuan itu, hendaklah kamu 
memberikan kepadanya maskawin yang telah kamu tetapkan”.24 
Madzhab Syafi’iyah berpendapat Mahar itu tidak ditentukan baik 
minimal atau maksimalnya, apapun yang berbentuk harta boleh 
digunakan sebagai mahar. tetapi sah dengan apa yang mempunyai 
nilai materi, baik sedikit maupun banyak. Alasannya, karena beberapa 
teks Al-Quran yang menjelaskan tentang mahar dengan jalan 
kebijaksanaan, layak baginya sedikit dan banyak. 
Ulama Syafi’iyah juga mengatakan bahwa mahar manfaat adalah 
sah. Kaidahnya menurut mereka adalah setiap sesuatu yang dapat 
menjadi harga dalam jual beli dapat pula menjadi mahar, jika sah 
membeli rumah dengan harga berupa memanfaatkan suatu tanah 
pertanian selama waktu tertentu, maka begitu pula sah menjadikan 
manfaat tersebut sebagi mahar.25 
Imam Syafi’I dan pengikutnya memberikan pendapat bahwa ia 
tidak memberikan batasan terendah dalam memberikan mahar kepada 
wanita, yang penting dalam perspektif Imam Syafi’I itu mahar 
mempunyai nilai harga.26 
 
 
                                                             
24 Ibid., 10. 
25 Ismail Yakub, Terjemah al-Umm, Jilid V, (Jakarta: CV. Faizan, 1984), 287. 
26 Ibid., 288.  

































c. Kesetaraan agama dan kedudukan 
Pengikut Madzhab Syafi’iyyah berkata, bahwa selian dari Bani 
Quraisy tidak setara dengannya, dan selain dari Bani Hasyim tidak 
setara dengan mereka. 
 
B. Perceraian 
1. Pengertian Perceraian 
 Perceraian atau talak yang dikenal juga dengan istilah gugat cerai 
adalah pemutusan hubungan suami istri dari hubungan perkawinan yang 
sah menurut syariat Islam atau sah menurut negara. Perceraian adalah hal 
yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil 
terutama bagi pasangan yang sudah memiliki  keturunan. Oleh karena 
itu, sebisa mungkin ia dihadiri. Namun Islam memberi jalan keluar 
apabila ia dapat menjadi jalan atau solusi terbaik bagi keduanya.27 
Talak, dari kata “It}laq”, yang artinya “ melepaskan atau 
meninggalkan”. Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan 
perkawinan atau membubarkan hubungan suami istri. Melepaskan ikatan 
perkawinan artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga 
berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Apabila telah terjadi 
perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian. Meskipun perceraian 
bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri. 
                                                             
27 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Penerjemah Mamduh Tirmidzi, Dudi Rosadi, (Jakarta: 2012, 
Pustaka Azzam), th. 

































Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, semakin 
mudah ia menghindari diri dari perceraian.28 
2. Rukun perceraian 
Rukun perceraian ada tiga menurut Mazdhab Syafi’iyyah, 
diantaranya sebagai berikut:29 
a. Suami, yang mana selain suami tidak boleh mentalak. Hal ini sesuai 
dengan sabda Rasullah SAW : 
“Talak itu hanyalah bagi yang mempunyai kekuatan (suami).” (HR: 
Ibnu Majah dan Daruqutni). 
Penulis berpendapat bahwa sabda Rasulullah di atas berstatus 
ma’lul. Akan tetapi, masih tetap dipraktekkan jalan hadist ini di 
satu sisi cukup banyak dan di sisi lainnya didukung oleh al-Qur’an. 
b. Istri, yaitu orang yng berada di bawah perlindungan suami dan ia 
adalah obyek yang akan mendapatkan talak oleh suami. 
c. Lafadz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara 
lantang maupun dilakukan melalui sindiran dengan syarat harus 
disertai adanya niat. Namun demikian, tidak cukup hanya dengan 
niat saja, sebagaimana yang disabdakan Rasullullah SAW: 
“Sesungguhnya Allah memberikan ampunan bagi umatku apa-apa 
yang terdetik di dalam hati mereka, selama tidak mereka ucapkan 
atau kerjakan.” (Muttafaqun Alaihi). 
                                                             
28 Deni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Buku II), (Bandung, Pustaka Setia, 2001), 55. 
29 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita, Penerjemah: M. Abdul Ghafur, (Jakarta: 
Pustaka Kaustar, 1998), 437. 

































Talak disyaratkan berakal bagi yang berkepentingan dan tidak ada 
kebencian pada pihak suami. Dengan demikian, talak yang dilakukan 
oleh orang gila dinyatakan batal. Demikian juga talak dilakukan karena 
perasaan benci dan emosi, dimana tlak semacam ini menjadi batal 
karena faktor kebencian. 
3. Macam-Macam Perceraian 
Menurut Pengikut Mazdhab Syafi’iyyah perceraian ada empat 
bagian, diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Cerai Talak30 
 Dalam syariah cerat atau talak adalah melepaskan ikatan 
perkawinan atau putusan hubungan perkawinan antara suami dan istri 
dalam waktu tertentu atau selamanya. Ditinjau dari segi s}ighat, 
ucapan cerai talak dari seorang suami pada istrinya. ini adalah 
perceraian yang paling umum.  
Dan talak dibagi dua macam yaitu talak s}arih} dan talak kinayah. 
Talak s}arih} adalah talak yang diucapkan secara langsung kepada istri 
maka jatuhlah percerain walaupun suami tidak berniat untuk cerai 
(lafadz cerai: talak atau cerai, pisah dan sarah). Sedangkan talak 
kinayah adalah kata yang mengandung nuansa atau maksa perceraian 
tapi tidak langsung seperti suamipada istri “Pulanglah pada orang 
tuamu”. 
                                                             
30 Imam Nawawi, Kitab al-Majmuk Syarah Muhadzab khususnya Kitab al-Khulu’ dan Kitab at-
Thalaq (tp: tt), 456. 

































Perceraian/talak atau gugat cerai yang dilakukan suami kepada 
istri ada dua macam, yaitu: 
1) Talak Raj’i 
Perceraian dimana suami mengucapkan talak satu atau dua kepda 
istri. Suami boleh rujuk kembali ke istrinya ketika masih dalam 
iddah. Jika waktu iddah telah habis, maka suami tidak 
dibenarkan merujuk melainkan dengan akad nikah baru. 
2) Talak Ba’in 
Perceraian dimana suami mengucapkan talak tiga kali kepada 
istrinya. Istrinya tidak boleh rujuk kepada suaminya. Si suami 
hanya boleh merujuk setelah istrinya kawin dengan laki-laki lain, 
suami barunya menyetubuhinya, setelah diceraikan suami 
barunya dan telah habis masa iddah dengan suami yang baru. 
Masa iddah perempuan saat di cerai talak oleh suami ada dua 
keadaan, yaitu keadaan sedang hamil, maka iddahnya menunggu 
melahirkan anak yang dikandung dan keadaan sedang tidak hamil dan 
masih dalam keadaan haid secara normal, maka masa iddah tiga kali 
sucian. Jika wanita masih kecil, maka iddahnya tiga bulan. Masa 
iddah bagi perempuan yang belum berhubungan intim, maka tidak 
ada masa iddah.31 
 
 
                                                             
31 Ibnu Muflih, Al-Mughni (tt), 7. 

































b. Cerai Gugat 
 Cerai gugat atau yang sering disebut dengn Khulu‘. Cerai gugat 
meneurut bahasa adalah tebusan. Yakni istri yang mencerai suami 
dengan membayar tebusan. Sehingga dengan gugatan ini, istri dapat 
bebas memiliki dirinya sendiri. Perempuan menggugat suaminya 
tidak dapat rujuk kepada suaminya kembali oleh mantan suaminya 
kecuali dengan akad yang baru.32  
Oleh karena itu, kata Khulu‘  berartti melepaskan baju masing-
masimg  dan memisahkan dari pasangan. Secara syara’ kata Khulu‘ 
adalah perpisahan suami istri dengan pengganti atau tebusan yang 
ditujukan kepada suami dengan ucapan talak. Sehingga suami tidak 
memiliki hak kekuasaan atas istrinya lagi, karena Khulu‘ 
menyebabkan terjadinya talak ba’in (talak tiga yang tidak boleh 
rujuk, rujuk dengan syarat tertentu)33. 
Masa iddah perempuan yang di Khulu‘  adalah sama dengan iddah 
perempuan yang ditalak suami.34 
c. Cerai mati 
 Cerai mati adalah perceraian akibat ditinggal mati pasangannya,  
dimana kematian itu kematian yang selamanya. Sehingga dengan 
kematian itu dapat memutuskan segalanya, baik dari perkawinan dan 
sebagainya. Perkawinan itu putus sejak tanggal pasangannya diputus 
                                                             
32 Dr. Musthafa Dib Al-Bugha, ringkasan Fiqih Mazdhab Syafi’I Penjelasan Kitab Matan Abu 
Syuja’ dengan Dalil al-Qur’an dan al-Hadist, (Damaskus: Darul Musthafa, 2009), 457-459. 
33 Ibid., 458. 
34 Ibid., 7. 

































mati dan yang memutus mati hanyalah orang-orang yang berwenang 
saja, seperti dokter. 
Masa iddah cerai mati memiliki dua keadaan yakni:  
1) Dalam keadaan hamil 
Iddah perempuan hamil adalah sampai pada melahirkan anak 
yang ada dikandungan.35 
2) Dalam keadaan tidak hamil 
Iddah perempuan yang tidak hamil adalah empat bulan 10 hari.36 
d. Cerai Mati Suri 
 Mati suri merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing lagi 
di telinga kita. Mati suri adalah kejadian dimana orang yang sudah 
mati, tapi dapat hidup kembali. Sebelum melanjut tentang 
perkawinan orang yang telah mati suri, dari sini penulis menjelaskan 
terlebih dahulu secara singkat tentang pengertian mati suri, maka 
ketahuilah terlebih dahulu apa itu definisi mati.  
Jadi, definisi mati merupakan sebuah proses yang melibatkan tiga 
organ utama: jantung, paru-paru dan otak. Walau ketiga organ ini 
saling kait dan kematian salah satunya akan membawa pada kematian 
dua lainnya, seseorang baru boleh dikatakan mati bila ketiganya telah 
sepenuhnya berhenti berfungsi.37  
                                                             
35 Dilihat dalam Q.S Al-Thalaq ayat 4. 
36 Dilihat dalam Q.S al-Baqarah ayat 234. 
37 Mati Suri dalam “https://plus.google.com/105656899405773215617/posts/1uNpXQg2P4T (10 
Oktober 2017.) 

































Kematian menurut agama Islam adalah tidak lain itu berpisahnya 
ruh dari badannya. Adapun mengenai ruh, merupakan ciptaan Allah 
SWT dan hanya Allah SWT saja yang mengetahui rahasianya. 
Jangankan kita sebagai manusia biasa, para nabi dan rasul pun tidak 
mengetahui dan tidak diberitahu oleh Allah SWT akan hakikat dan 
rahasia ruh.38  
Kematian merupakan hal pasti dialami oleh setiap manusia yang 
hidup, karena manusia hanyalah milik Allah SWT semata, maka kita 
sebagai hamba-Nya akan kembali pada-Nya. Dua perkara yang pasti 
ditempuh atau dialami oleh setiap manusia adalah mati dan hidup 
(hidup di alam barzakh dan alam akhirat). Selain kedua perkara ini, 
belum tentu akan ditempuh akan dialami oleh seorang manusia. 
Sekalipun sudah sedia uang dan tiket kereta api, belum tentu dia 
berangkat ke Jakarta. Sekalipun sudah tersedia makanan dan 
minuman, belum tentu dia akan makan dan minum setelah tersedia 
itu.39  
Mati dan hidup kembali di alam barzakh adalah suatu yang tidak 
ada yang pasti karena setiap orang akan mati dan dihidupkan kembali 
di alam akhirat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-
perbuatan selama hidup di dunia. Mati  adalah suatu perkara yang 
paling diketahui oleh hampir setiap manusia. Setiap manusia, juga 
                                                             
38 H. Bey Arifin, Hidup Sesudah Mati (Jakarta: Zahira, 2014),  41. 
39 Ibid., 42. 

































binatang-binatang takut mati, kecuali beberapa manusia yang sudah 
putus asa dalam kehidupan ini yang ingin lekas mati. 
Sehubungan dengan kejadian mati suri Allah SWT telah berfirman 
dalam al-Qur’an Surat al-Zumar ayat (42) yang berbunyi: 
 َنَم ْيف ْتَُمت َْمل ِيتَّلاَو اَهِتْوَم َنْيِح َُسفْنلآا ى فََوَتي ُالله ُكِسُْمَيف اَهِما
 َكَِلذ ِْيف َِّنا ى َّمَس ُّم ٍلََجا َيلِا ىَرُْخلأا ُلِسُْري َو َتْوَمْلا اَهَْيلَع ىََضق ِْيتَّلا
 َنْوُرََّكَفَتي ٍمَْوقِل َِتَيَلَ 
  : رم  زلا(42)  
 
“Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) 
jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia 
tahanlah jiwa (orang) yang telah ditetapkan kematiannya dan Dia 
melepaskan jiwa lainnya sampai waktu yang ditetapkan. 
Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan 
Allah bagi kaum yang berpikir”.40 (al-Zumar: 42). 
 
Firman Allah SWT dengan kutipan ayat di atas “Dan yang tidak 
mati dalam masa tidurnya”. Di waktu manusia tertidur samalah 
keadaannya dengan mati yaitu bahwa hanya bernapas saja yang naik 
turun. Adapun kesadarannya yang tersebab dari adanya jiwa pada 
waktu itu tidak ada pada dirinya. Dia pun dalam pemeliharaan 
Allah.41 Kemudian “Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu 
yang ditetapkan”.  
Dapat di tafsirkan Al-Qur’an dan terjemah bahwa, orang-orang 
yang mati itu ruhnya ditahan Allah sehingga tidak dapat kembali 
kepada tubuhnya, dan orang-orang yang tidak mati hanya tidur saja 
                                                             
40 Ibid., 752. 
41 Abdul malik Abdul karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1982), 56. 

































ruhnya dilepaskan sehingga dapat kembali kepadanya lagi.42 Dan juga 
dalam kitab Niha>yat al-Zain telah dijelaskan mengenai hal mati suri, 
berikut kutipannya. 
 ًاتْوَم َتاَم َْولَو َُّمث اًّيِقْيِقَح  َهَج ًةَايَح َيَْحأ َز  ِقَح ًَةقْي  َبَجَو َتاَم َُّمث َت  زْيِهْج   رِخآ 
Inti dari kutipan kitab tersebut bahwa mati suri adalah seseorang 
yang benar-benar mati yang kemudian di rawat kemudian hidup 
kembali lalu mati kedua kalinya tetap di rawat.43  
Di atas merupakan pengertian dari mati suri menurut hukum 
Islam, sehinga dapat disimpulkan bahwa mati suri adalah orang yang 
telah mati tetapi hidup kembali yang jasadnya terpisah dengan 
ruhnya dan yang telah berhenti dari tiga organ penting dalam 
kehidupan manusia.  
Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan 
suami istri. Dalam bahasan ini adalah putusnya perkawinan sebab 
kematian. Dimana Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri 
melalui matinya salah seorang pasangan suami istri. Dengan 
kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan. 
Hukum perkawinan agama Islam menentukan bahwa apabila salah 
seorang di antara kedua suami istri meninggal dunia atau mati, maka 
telah terjadi perceraian dengan sendirinya. Dimulai sejak tanggal 
mati tersebut. 
                                                             
42 Ibid. 
43 Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani, Nihayat al-Zain, Jilid 1 (Beirut: Dar Al-
Kotob), 149 

































Adapun dengan Perkawinan setelah ditinggal mati suri menurut 
hukum Islam telah dijelaskan bahwa perkawinannya tidak dapat 
kembali kepada ia (orang yang hidup kembali), karena orang yang 
telah mati suri sama halnya dengan mati selamanya. Dalam Fatwa 
Haditsiyah dijelaskan bahwa orang yang hidup lagi setelah ia benar-
benar mati hal ini menetapkan hukum orang yang mati sesungguhnya 
dan semua yang dimilikinya tidak dapat dikembalikan kepada 
dirinya, seperti hartanya boleh diwarisi oleh ahli waris, istrinya boleh 
kawin lagi dan lain-lainnya.44 
Menurut Madzhab Ulama Syafi’iyyah dalam kitab  نيبلاطلا ةناعإ 
memberi penjelasan tentang perkawinan mati suri, berikut 
kutipannya:45 
  ناَسْنِإ َتاَم َْول  ِقْيِقَح ًاتْوَم ًّي َج َو ا َه َأ َُّمث َز ْح َي ي َح ًةَاي  ِقْيِقَح َّي َوْلَاف َتاَم َُّمث ًةا ُهْج ْيِذَّل
 َّكَش َلَ 
  ُهََّنأ ِهْيِف   زْيِهَْجت َُهل ُّبُِحي  ْنَمِل ًاَفلاِخ ُرَخآ  ََوت َمَّه.ها .ُه 
َاَتف ِْيفَو :ُه ََّصن اَم ش ع ِْيفَو َّيِثْيِدَْحلارجح ىَو َم ة َح ا َصا َل ُه ََّنأ ْنَماَم 
 َأ َيْحي  ِقْيِقَحْلا ِتْوَمْلا َدَْعب ِ  ي  ِب ََربَْخأ َْنأ ِب ِه َم ُصْع ُت ، مْو َْبث ُعْيِمَج َُهل ُت  َأ ْحك ِما 
 ِت ِةَمِْسق ْنِم ،َيتْوَمْلا ْر َك ِت ِه ِِهتَجْوَز ِحاَكِنَو، َو ، َْحن ،َكَِلذ ِو َو 
َأ َةَايَحْلا َّن
 ََةِينِا ثلا  َ ِلأ ،اَهَْيلَع ُل ََّوُعَيلَ َْشت َكَِلذ َّن ْيِر  ع  ِل ُي َْمل اَم َِظن َلََو َوُه ْدِر َْلب ،ُهُرْي
 َوُه اَم ُعْيِرَْشتَو ،ُُهبِرَاُقياَم َلََو ْمُم َكِلذَك  ََنت ِب  ع ٍ كَش َلا .ا :ِهَْيلَعَو َْيأ .ه َف ْنَم
 ْلا َدَْعب َتاَم ِ َسُغَيلَ ِةَِّيناَّثلا ِةَايَح َلََو ُل  ُي َص َّل ي َع َو ،ِهَْيل َوُم ُبَِجت اَمَِّنإ َرا ُُهتا
.َْطَقف  ْقَّقََحَتي َْمل َاذِإ ا ََّمأَو  َنْمَكَح ُُهتْوَم ِب ا ََّنأ َمَّنِإ ُه  يْشَغ ِهِب َناَك ا َأ .ُهُوَْحن ْو
.ها 
 
 “Apabila seseorang mati dengan mati yang haqiqi, kemudian 
dirawat jenazah dan ia kemudian hidup lagi dengan kehidupan 
                                                             
44 Abu Bakar Ustman Bin Muhammad Syatha Ad-Dimyati Al-Bakri, Hasyiyah I’anatuth-
Tholibin, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah), 182. 
45 Ibid. 

































yang haqiqi lantas ia mati lagi, maka wajib untuk mengurus 
jenazahnya lagi. Dalam fatwa> hadithiyyah dijelaskan bahwa orang 
yang hidup lagi setelah ia benar-benar mati khabar dari orang yang 
ma’s}um hal ini menetapkan hukum pada orang-orang bahwa di 
telah mati yang sesungguhnya, maka seperti halnya hartanya boleh 
diwarisi, istrinya boleh kawin lagi dan lain sebagainya. Sedangkan 
hidup yang kedua tidak dianggap dan bila ia mati lagi setelah 
hidup yang kedua maka tidak wajib dimandikan, disholati. Namun, 
hanya wajib dikuburkan. Namun bila mati yang pertama belum 
jelas, maka ia dihukumi belum mati tetapi dianggap sebagaimana 
orang yang pingsan”. 
 
Kutipan di atas dapat penulis jelaskan, bahwa perkawinan orang 
telah mengalami mati suri dalam hukum Islam harus melakukan 
pengulangan kawin. Karena orang yang benar-benar sudah mati 
kemudian benar-benar hidup lagi maka hidupnya yang kedua adalah 
hidup yang baru, dan apapun yang dimilikinya tidak bisa 
dikembalikan. Ketika orang tersebut mati suri, sudah dikatakan mati 
dengan nyata, maka istri dan peninggalannya sudah bukan menjadi 
miliknya lagi. Sehingga jika ia ingin kembali bersama istrinya seperti 
semasa hidup yang pertama, maka ia (orang yang hidup kembali) 
harus mengawininya lagi. Jika berkehendak untuk melanjutkan 
perkawinannya seperti sebelum mati suri, maka harus melakukan 
pengulangan kawin (حاكنلا ةداعإ).  
Penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa ia (orang yang telah 
mati dan hidup kembali) dapat mengawini mantan istrinya. Boleh 
mengawini si perempuan (istri yang ditinggal mati suri) dengan 
ulang, lamaran baru dan perkawinan yang baru (memberikan 
maskawin baru, akad perkawinan yang baru, dan harus didaftarkan di 

































KUA) seperti perkawinan sebelum mati suri yang sesuai dengan 
syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Udang-
Undang yang sudah berlaku. 
Akibat dari terputusnya perkawinan tersebut mengakibatkan 
perempuan memiliki masa iddah atau masa menunggu sama seperti 
cerai mati, yakni 4 bulan 10 hari apabila dalam keadaan tidak hamil, 
jika dalam keadaan hamil maka harus menunggu sampai melahirkan 
anak yang sedang dikandungnya. 


































MATI SURI DALAM RUMAH TANGGA RAMLI DAN MARLIKA DI DESA 
LASEM KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK 
 
A. Selayang Pandang Tentang Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten 
Gresik 
 
 Selayang padang tentang Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten 
Gresik, penulis melakukan riset di Balai Desa Lasem Kecamatan Sidayu 
Kabupaten Gresik. Dalam hal ini penulis meminta izin riset kepada Dekan 
Fakultas Syari’ah dan Hukum untuk melakukan izin riset di Balai Desa 
tersebut. Pada tanggal 4 Desember 2017 penulis mendapat izin kepada 
Kepala Desa di Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik untuk 
melakukan riset. Penulis melakukan riset dengan model wawancara 
terstruktur. Penulis melakukan riset dari pukul 08.02 WIB sampai selesai. 
Sehingga penulis mendapat banyak informasi tentang Desa Lasem 
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, sebagai berikut:1 
1. Kondisi Demografis 
 Kondisi demografi adalah keadaan penduduk dari segi jumlah 
penduduknya. Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, bahwa 
jumlah penduduk di Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik 
terdiri dari 2.580 penduduk jiwa dan 682 KK. Jumlah penduduk tersebut 
                                                             
1 Kepala Desa di Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, Wawancara, 04 Desember 
2017 Pukul 08.02 WIB. 

































terbagi menjadi 2 bagian berdasarkan kelamin, yaitu Laki-laki berjumlah 
1.319 dan Perempuan berjumlah 1.261.2 
2. Kondisi Sosial 
Kondisi sosial yang memiliki Perubahan dinamika politik dan 
sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh 
kepada masyarakat untuk menerapkan satu mekanisme politik yang 
dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Lasem, 
hal ini tergambar dalam pemilihan kepada desa dan pemilihan-pemilihan 
lain (pilleg, pilpres, pemillukada, dan pimilgub) yang juga melibatkan 
warga masyarakat desa secara umum.3 
Jabatan kepala desa merupakan jabatan tidak serta merta dapat 
diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos 
kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa 
diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan 
maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika 
berhalangan tetap.4 
Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi 
syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan 
yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftarkan menjadi 
kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa 
Lasem Pada tahun 2013 hingga sekarang. Pada pilihan kepala desa ini 





































partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada 
dua kandidat kepala desa pada masyarakat Desa Lasem kurang 
mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, 
kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.5 
Catatan sejarah, selama ini belum terjadi bencana alam dan sosial 
yang cukup berarti di Desa Lasem isu-isu terkait tema ini, seperti 
kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang 
membahayakan masyarakat dan sosial.6 
3. Kondisi Ekonomi 
Keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Lasem Kecamatan 
Sidayu Kabupaten Gresik dilihat dari status pecaharian atau 
pekerjaannya sebagian besar bermata pencarian petani, walaupun 
demikian dari semua yang berprofesi petani ada sebagian masyarakat 
yang berprofesi sebagai buruh tani, industri, perdagangan dan lain-lain. 
Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Lasem Rp. 1.000.000,-. 
Masyarakat Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dalam 
memenuhi hidupnya bergantung pada macam-macam pencaharian. Akan 
tetapi, sebagaimana desa-desa yang ada di Kabupaten Gresik juga 
mempunyai mata pencaharian utama yaitu petani dan pegawai industri.7  
Daftar mata pencaharian di Desa Lasem Kecamatan Sidayu 
Kabupaten Gresik adalah  Petani 343, Penambang 2, Ibu Rumah Tangga 





































105, Pengrajin 3, Buruh Tani 632, Tukang Kayu 6, Karyawan Swasta 48, 
Pedangan Kelinci 14, Montir 2, Pembantu Rumah Tangga 11, Karyawan 
Pemerintah 1, Peternak 5, Perawat Swasta 3, Tukang Batu 20, Pensiunan 
7.8 
4. Kondisi agama dan pendidikan  
Masyarakat Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik 
mayoritas agama Islam, walaupun ada sebagian dari warga masyarakat 
yang awam / belum paham tentang agama Islam dengan benar. Akan 
tetapi, sebagian dari anak dari warga masyarakat Desa Lasem Kecamatan 
Sidayu Kabupaten Gresik ini ada yang telah bertempat tinggal di 
pesantren untuk menimba ilmu agama sehingga banyak dari orang awam 
itu mengetahui akan kebenaran agama Islam.9  
Masyarakat Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik 
mempunyai kesadaran yang tinggi dalam hal pendidikan, pendidikan di 
Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik cukup baik. Dan 
setiap anak dari warga masyarakat Desa Lasem Kecamatan Sidayu 
Kabupaten Gresik sekolah, bahkan sudah banyak yang duduk di 
perguruan tinggi. Karena bagi mereka pendidikan adalah satu hal yang 
penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang 
dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perkonomian.  
Tingkat pendidikan yang tinggi makan akan mendongkrak tingkat 
kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya 
                                                             
8 Ibid. 
9 Ibid. 

































keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan 
membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan 
kemiskinan.10 
Pendidikan di Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik 
adalah Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas terdapat 40, Usia Pra-Sekolah 
terdapat 770, Tidak Tamat SD terdapat 77, Tamat Sekolah SD terdapat 
532, Tamat Sekolah SMP terdapat 509, Tamat Sekolah SMA terdapat 
516, Tamat Sekolah PT/Akademika terdapat 41.11  
Paparan di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa 
Lasem hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib 
belajar Sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan SDM yang 
memadahi dan mumpuni keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. 
Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Lasem tidak terlepas dari 
terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu 
masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan 
di Desa Lasem baru tersedia ditingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan 
SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di 
tempat lain yang relatif jauh12. 
 
 





































B. Sejarah Perkawinan Antara Ramli dan Marlika 
 Perkawinan adalah suatu sunnatullah yang sangat dianjurkan 
pelaksanaannya kepada seluruh umat. Perkawinan yang dilakukan oleh 
Bapak Ramli dan Ibu Marlika merupakan melakukan sunnah Rosulullah yang 
sangat dianjurkan. Bapak Ramli dan Ibu Marlika, keduanya asli dari Desa 
Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Ibu Marlika telah melakukan 
perkawinan dengan Bapak Ramli saat berusia 30 Tahun. Keduanya menikah 
pada tahun 1958 yang akadnya dilaksanakan di Rumah Ibu Marlika di Desa 
Lasem GG. VI RT. 04 RW. 03 dengan di hadiri oleh Bapak Modin, 
penghulu, diwalikan oleh ayah dari Ibu Marlika yang bernama Bapak Rebo, 
dan juga disaksikan 2 saksi dari keluarga Ibu Marlika. Dan setelah 
perkawinan keduanya tinggal di Desa Lasem GG. VI RT. 04 RW. 03. 
Perkawinan Ibu Marlika dan Bapak Ramli merupakan perkawinan kedua dari 
Ibu Marlika.13 
Dimana Bapak Ramli dan Ibu Marlika dalam perkawinannya dikaruniai 
dua orang anak, yakni 1 perempuan dan 1 laki-laki. Satu tahun setelah 
perkawinan mereka telah dikaruniai anak pertamanya yaitu anak perempuan 
yang diberi nama Sukarni yang telah lahir pada tahun 1959 yang sekarang 
telah berumah tangga dan tinggal di Banyuwangi. Kemudian, pada tahun 
1964 Bapak Ramli dan Ibu Marlika telah dikarunia anak keduanya dengan 
                                                             
13 Marlika, Wawancara, Lasem Sidayu Gresik, 04 Desember 2017 Pukul 09.30 WIB yang telah 
berusia 75 tahun yang bertempat tinggal di Desa Lasem GG. VI RT. 04 RW. 03. 

































jenis kelamin laki-laki, yang bernama Misnan yang sekarang juga sudah 
berumah tangga dan tinggal di Desa Lasem.14 
Hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Ibu Marlika 
selaku istrinya Bapak Ramli. Wawancara ini dilakukan di Rumah beliau di 
Desa Lasem GG. VI RT. 04 RW. 03 pada hari Senin tanggal 04 Desember 
2017. Penulis datang ke rumah beliau dengan diantarkan oleh salah satu 
pegawai Balai Desa di Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.15  
Demikian narasi dan uraian terhadap kisah perkawinan antara Bapak 
Ramli dan Ibu Marlika di Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.  
 
C. Perjalanan Rumah Tangga Ramli dan Marlika 
 
Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu 
untuk segera melaksanakan. Karena perkawinan dapat mengurangi 
kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk 
perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan, tetapi 
belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi 
Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan 
atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.16 
Perjalanan rumah tangga Bapak Ramli dan  Ibu Marlika Setelah akad 
berlangsung keduannya menjalani hidupnya dengan sangat baik, walaupun 
terkadang ada perselisihan namun dapat diselesaikan dengan masyawarah 
                                                             
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 7. 

































antara keduanya, karena dalam suatu hubungan tidak selamanya baik-baik 
saja. Bapak Ramli bekerja sebagai Petani dan Ibu Marlika bekerja sebagai 
IRT (Ibu Rumah Tangga). Perkawinan yang Bapak Ramli dan Ibu Marlika 
jalani merupakan suatu hal yang sakral, yakni terbentuknya dua keluarga 
untuk menjadi keluarga yang satu dan utuh. Layaknya Keluarga dalam Islam 
yang merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu perkawinan antara 
seorang laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan sesuai syariat agama 
Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ada.17  
Perkawinan yang Bapak Ramli dan Ibu Marlika lakukan bertujuan dari 
awal untuk membangun rumah tangga islam dan keluarga saki>nah, 
mawaddah wa rah}mah.  Keluarga saki>nah, mawaddah wa rah}mah yang 
berarti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta dan ketentraman dibangun di 
atas nilai-nilai Islam dan berawal dari perkawinan yang hanya mengharap 
ridha Allah SWT.18 
Bapak Ramli dan Ibu Marlika menjalani perkawinan dengan bahagia. 
Namun, kebahagian itu dilanda oleh musibah yang menimpa mereka. Karena 
sakit yang diderita oleh Bapak Ramli, beliau dinyatakan mati oleh dokter 
yang menanganinya. Kejadian ini terjadi pada tahun 1987 pada saat itu 
Bapak Ramli berusia 66 Tahun. Pihak keluarga memanggil Bapak Modin 
untuk perawatan jenazah. Pada saat itu, anak-anak dari Bapak Ramli masih 
kecil semua.19  





































Bapak Ramli setelah selesai dimandikan dan siap untuk dikafani oleh 
Bapak Modin. Karena kehendak Allah SWT Bapak Ramli telah hidup 
kembali / mati suri dengan disaksikan masyarakat dan Bapak Modin. 
Kejadian ini terjadi secara tiba-tiba, tidak ada yang mempercayai akan 
kejadian ini. Dan Bapak Ramli dapat hidup kembali dan menjalankan 
kegiatan bagaimana semestinya yang biasa beliau dilakukannya. 
Sepengakuan Bapak Ramli bahwa beliau melihat segala sesuatu yang ada di 
alam ghoib. Kemudian Bapak Ramli mengalami kematian keduanya pada 
hari Kamis Legi 28 April 2011 jam 05.00 WIB Karena sakit yang dideritanya 
berjarak 24 tahun setelah kejadian mati suri dengan kematian keduanya. Dan 
kejadian mati suri ini terjadi sekitar 30 tahun yang lalu lamanya.20 
Akan tetapi, Sejak kejadian mati suri tersebut Bapak Ramli dan istrinya 
tetap berkumpul dengan isterinya dalam rumah tangganya dan tidak 
melakukan pengulangan perkawinan akibat mati suri tersebut, sebagaimana 
tidak pernah terjadi peristiwa mati suri. Banyak masyarakat yang 
menyaksikan kejadian mati suri Bapak Ramli tersebut. Dan seluruh 
masyarakat dan tokoh masyarakatpun tidak memberikan nasihat kepada 
Bapak Ramli dan isterinya terkait status perkawinannya Bapak Ramli dan 
isterinya. Karena ke-awam-an masyarakat di Desa Lasem Kecamatan Sidayu 
Kabupaten Gresik ini.21  
                                                             
20 Abdul Sakur, Wawancara, Lasem Sidayu Gresik, 21 November 2017 Pukul 18:00 WIB yang 
telah berusia 50 tahun dan tinggal bersama istrinya yang bernama Yuwani. 
21 Ibid. 

































Penulis melakukan wawancara secara terstruktur dengan Ibu Marlika 
selaku isteri Bapak Ramli pada tanggal 4 Desember 2017 Pukul 09.30 WIB 
dengan diantarkan oleh pegawai Balai Desa, yang mana beliau sekarang 
telah berusia 75 tahun. Beliau sekarang bertempat tinggal di Desa Lasem 
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Dan juga penulis melakukan 
wawancara terstruktur Bapak Abdul Sakur yang telah mengetahui dan 
menyaksikan kejadian tersebut sebagai perwakilan dari masyarakat yang 
mengetahui perkawinan mereka tetap utuh setelah mati suri. Pada hari Sabtu 
tanggal 21 September 2017 penulis mewawancarai Bapak Abdul Sakur (50 
Tahun), yang mana hubungan mereka adalah sebagai tetangga.22 
Hubungan antara penulis dengan Ibu Marlika dan Bapak Abdul Sakur 
adalah tetangga kecamatan, dimana rumah Ibu Marlika Bapak Abdul Sakur 
terletak di Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dan letak 
rumah penulis ada di Dusun Kalanganyar Desa Sembunganyar Kecamatan 
Dukun Kabupaten Gresik. Maksud kedatangan penulis ke rumah Ibu Marlika 
dan Bapak Abdul Sakur tidak lebih dan tidak kurang adalah untuk 
mendapatkan keterangan dari keduanya, yang mana keduanya adalah sebagai 
orang yang mengetahui dan menyaksikan kejadian tersebut dari Bapak Ramli 
yang telah mengalami mati suri. Yang mana kasus tersebut akan dibahas 
oleh penulis untuk skripsi penulis.23 
 Sekitar pukul 18:00 WIB malam penulis ke rumah Bapak Abdul Sakur 
dan diterima oleh Bapak Abdul Sakur. Bapak Abdul Sakur tinggal bersama 
                                                             
22 Ibid. 
23 Ibid. 

































isterinya. Dan sekitar pukul 09.30 WIB pagi penulis datang ke rumah Ibu 
Marlika. Dalam waktu yang berbeda penulis melakukan wawancara kepada 
keduanya karena waktu dan kegiatan. Dan pada waktu itu juga penulis 
menjelaskan maksud dan tujuan penulis datang ke kediamanan Ibu Marlika 
dan Bapak Abdul Sakur sekaligus meminta izin untuk mengangkat kasus 
Bapak Ramli sebagai bahan skripsi penulis, Ibu Marlika dan Bapak Abdul 
Sakur menginzinkan dengan syarat kasus ini hanya sebagai bahan skripsi 
saja.24 
Wawancara singkat antara penulis dengan Ibu Marlika menyatakan bahwa 
“iya, dulu suami saya telah mengalami mati suri selama 5 jam”.25 Dan dalam 
wawancara singkat juga antara penulis dengan Bapak Abdul Sakur, penulis 
mendapatkan pernyataan bahwa“ Bapak Ramli telah mengalami mati suri, 
saat dikafani beliau hidup lagi sehingga modin ikut kaget atas terbangunnya 
Bapak Ramli”.26 
Dari pernyataan yang telah disampaikan Bapak Abdul Sakur dan 
keterangan dari masyarakat di Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten 
Gresik terhadap status perkawinan setelah suami mati suri bahwa “Iya saya 
melihat bahwa perkawinan antara Bapak Ramli dan Ibu Marlika tetap 
berkumpul dan masyarakat disini bahkan yang dikatakan sebagai tokoh 
agama disini juga tidak memberi komentar atas perkawinan yang telah 
mereka jalani setelah Bapak Ramli mati suri”. Dari penyataan Bapak Abdul 
                                                             
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid.  

































Sakur dan keterangan dari masyarakat penulis meyakini bahwa perkawinan 
antara Bapak Ramli dengan istrinya tetap berlangsung tanpa adanya 
pengulangan dalam perkawinannya.27 
Demikian narasi dan uraian penjelasan terhadap perjalanan perkawinan 
Bapak Ramli dan Ibu Marlika sampai setelah kejadian mati suri yang telah 
dialami oleh Bapak Ramli di Desa Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten 
Gresik. 
                                                             
27 Ibid. 


































STATUS PERKAWINAN RAMLI DAN MARLIKA DAN IMPLIKASINYA 
DENGAN HUKUM KELUARGA 
 
A. Analisis Hukum Keluarga Terhadap Kelanjutan Status Perkawinan Sepasang 
Suami Istri yang Suaminya Mengalami Mati Suri di Desa Lasem Kecamatan 
Sidayu Kabupaten Gresik 
 
 Perkawinan menurut Madzhab Syafi’iyyah lebih menunjuukan pada 
kebolehan berhubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan yang semula dilarang oleh syara’ padahal setiap perbuatan 
hukum itu mempunyai tujuan ataupun pengaruh. pada hakikatnya 
perkawinan itu berarti hubungan badan dan akad yang dilakukan hanyalah 
merupakan metafora. 
Tidak selamanya perkawinan akan selamanya bersama. Suatu perkawinan 
dapat putus dan berakhir sewaktu-waktu itu karena berbagai sebab, antara 
lain sebabnya adalah karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami 
terhadap istrinya atau sebaliknya dan karena sebab kematian yang telah 
menjadi kehendak Allah SWT.  
Ada beberapa macam perceraian yang dapat memutuskan perkawinan 
hubungan suami istri. Menurut Madzhab Syafi’iyyah ada empat macam hal 
yang dapat putus suatu perkawinan, yakni cerai talak (cerai yang diucapkan 
oleh suami kepada istri), cerai gugat (cerai yang diucapkan oleh istri kepada 
suami yang mana perceraian tersebut dengan membayar tebusan), cerai mati 
(perceraian karena kehendak Allah SWI) dan cerai mati suri. 

































Macam-macam putusnya perkawinan di atas karya ilmiah ini lebih fokus 
kepada putusnya perkawinan sebab “Kematian”. Dimana Putusnya 
perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang 
pasangan suami istri. Namun, kematian yang sedang diteliti penulis ini 
bukanlah kematian yang tidak dapat kembali selamanya. Akan tetapi, yang 
sedang  diteliti ini adalah tentang mati yang dapat kembali atas kehendak 
Allah SWT setelah dinyatakan mati, dan kematian itu yang sering kali 
disebut mati suri atau mati sementara. Di dunia ini tidak semua mengalami 
kejadian mati suri, terdapat beberapa orang yang telah mengalami mati suri. 
Sungguh sangat beruntung bagi orang yang telah diberi kesempatan hidup 
untuk kedua kalinya kepada Allah SWT agar hidup kembali sehingga dapat 
memperbaiki kehidupan keduanya.   
Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah SWT adalah mati suri. Ada satu 
kasus yang kadang membingungkan kita. Di mana, ada seorang perempuan 
yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Tiba-tiba, ternyata selepas 
dimandikan dan dikafani sang suami  hidup kembali. Sehingga Masih 
terdapat banyak sekali menimbulkan pertanyaan terkait status perkawinan 
setelah ditinggal mati suri. Yang perlu diperhatikan disini terkait kasus ini 
adalah mengenai status perkawinan terhadap pasangan suami istri setelah 
mati suri. Dewasa ini kebanyakan masyarakat sekitar menyepelehkan hal ini, 
sehingga setelah mati suri tetap melangsungkan perkawinannya layaknya 
biasa sebelum terjadi mati suri. Dan kebanyakan masyarakat tidak 

































mengetahui mengenai hal ini, sehingga perkawinan mereka tetap utuh dan 
berlangsung seperti tidak terjadi suatu apapun. 
Perkawinan setelah suami mati suri ini telah terjadi di Desa Lasem 
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Dan pelaku dalam kasus ini telah 
bertentangan dengan aturan hukum yang telah diungkapkan oleh Madzhab 
Syafi’iyyah dengan melanjutkan perkawinannya setelah suaminya mati suri, 
dalam pendapat Madzhab Syafi’iyyah menjelaskan bahwasanya: 
 “Apabila seseorang mati dengan mati yang haqiqi, kemudia di rawat 
jenazah dan ia kemudian hidup lagi dengan kehidupan yang haqiqi lantas 
ia mati lagi, maka wajib untuk mengurus jenazahnya lagi. Dalam fatwa> 
hadithiyyah dijelaskan bahwa orang yang hidup lagi setelah ia benar-
benar mati khabar dari orang yang ma’s}um hal ini menetapkan hukum 
pada orang-orang bahwa di telah mati yang sesungguhnya, maka seperti 
halnya hartanya boleh diwarisi, istrinya boleh kawin lagi dan lain 
sebagainya. Sedangkan hidup yang kedua tidak dianggap dan bila ia mati 
lagi setelah hidup yang kedua maka tidak wajib dimandikan, disholati. 
Namun, hanya wajib dikuburkan. Namun, bila mati yang pertama belum 
jelas maka ia dihukumi belum mati tetapi dianggap sebagaimana orang 
yang pingsan”. 
 
Pernyataan di atas dapat disimpulkan, bahwa orang yang benar-benar 
mati kemudian benar-benar hidup lagi maka hidupnya yang kedua adalah 
kehidupan yang baru, dan apapun yang dimilikinya tidak dapat 
dikembalikan. Dari pernyataan fatwa> hadithiyyah di atas dapat disimpulkan, 
bahwa apabila dia telah dalam suatu hubungan perkawinan, maka 
perkawinannya terputus. Ketika orang yang telah hidup kembali tersebut 
telah dinyatakan dengan nyata dan banyak yang mengetahui bahwa dia telah 
mati, maka jika ia (orang yang hidup kembali) ingin kembali lagi hidup 
bersama istrinya semasa hidupnya, maka ia harus mengawini perempuan 

































(istri yang ditinggal mati suri)  lagi dengan melakukan pengulangan kawin 
(حاكنلا ةداعإ).  
Ulama fikih juga sudah memberi rumusan terkait kasus yang seperti ini. 
Mereka berpendapat bahwa salah satu penyebab terputusnya tali perkawinan 
adalah kematian. Sehingga, dalam kasus di atas, jika pasangan suami dan 
istri ingin merajut kembali hubungan mereka, maka mereka harus melalui 
proses akad perkawinan dengan berbagai syarat dan rukun perkawinan 
berdasarkan syari’at Islam yang sudah berlaku.  
Berdasarkan dasar hukum yang diambil dari sumber pendapat Madzhab 
Syafi’iyyah terhadap status perkawinan dari pelaku tersebut menurut 
Madzhab Syafi’iyyah perkawinan tersebut terputus karena seorang yang 
telah mati suri dikatakan telah memasuki kehidupan yang baru. 
Mengenai perkawinannya yang tetap berkumpul setelah mati suri yang 
dilakukan oleh Bapak Ramli dan Ibu Marlika adalah termasuk suatu hal 
yang bertentangan dengan pendapat Madzhab Syafi’iyyah di atas. 
Bagaimana pendapat Madzhab Syafi’iyyah perkawinan setelah ditinggal 
mati suri dilihat dari sisi aspek keadilan?. Jika Keadilan menurut hukum 
Islam adalah tidak memihak salah satunya atau tidak berat sebelah. 
Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak 
dan kewajinan. Jika melihat pendapat Madzhab Syafi’iyyah perkawinan 
setelah ditinggal mati suri dari pengertian keadilan menurut hukum Islam, 
maka pendapat Madzhab Syafi’iyyah perkawinan setelah ditinggal mati suri 
tersebut merupakan suatu hal yang merusak hak seseorang dan dapat 

































dikatakan orang yang mengalami mati suri tersebut terdholimi dari pendapat 
tersebut. 
Namun, jika keadilan dilihat dari pendapat Aristoteles adalah sebagai 
berikut:1 
1. Bahwa hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti. 
2. Seorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan 
berarti persamaan. 
Maka, jika pendapat Madzhab Syafi’iyyah perkawinan setelah ditinggal 
mati suri dilihat dari pendapat Aristoteles, orang tersebut sudah 
mendapatkan keadilan. Karena keadilan menurut Aristoteles adalah tidak 
boleh melanggar hukum yang ada, dan yang dilakukan oleh Bapak Ramli 
dan Ibu Marlika selaku pelaku dalam perkawinan setelah mati suri dikatakan 
telah melanggar hukum yang terdapat dari pendapat Madzhab Syafi’iyyah 
tentang perkawinan setelah ditinggal mati suri. 
 
B. Analisis Hukum Keluarga Terhadap Implikasi Status Perkawinan Sepasang 
Suami Istri yang Suaminya Mengalami Mati Suri di Desa Lasem Kecamtan 
Sidayu Kabupaten Gresik 
 
 Mati suri merupakan proses vital dalam tubuh menurun sampai taraf 
minimum untuk kehidupan, sehingga secara kritis sama dengan orang mati 
dimana dengan peralatan kedokteran canggih masih dapat dibuktikan bahwa 
ketiga sistem penunjang kehidupan yaitu pernapasan, jatung dan otak. 
                                                             
1 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum,, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 93. 

































Menurut pendapat Madzhab Syafi’iyyah mengenai perkawinan setelah 
ditinggal mati suri oleh pasangan suami istri dalam kitabnya yakni kitab 
I’a>natut}-t}alibi>n bahwasannya: 
  ناَسْنِإ َتاَم َْول  ِقْيِقَح ًاتْوَم  ي َج َو ا َه َأ َُّمث َز َيْح ًةَايَح ي  ِقْيِقَح َّيا ُهْجَوْلَاف َتاَم َُّمث ًة ْيِذَّل
 َّكَش َلا 
  ُهََّنأ ِهْيِف   زْيِهَْجت َُهل ُّبُِحي .ها .ُهَمَّهََوت ْنَمِل ًاَفلاِخ ُرَخآ 
َاَتف ِْيفَو :ُه ََّصن اَم ش ع ِْيفَو َصاَح اَم ةَّيِثْيِدَْحلارجح ىَو َل ُه ْنَماَم ََّنأ
 َأ َيْحي  ِقْيِقَحْلا ِتْوَمْلا َدَْعب ِ  ي  ِب ُت ، مْوُصْعَم ِهِب ََربَْخأ َْنأ َْبث ُعْيِمَج َُهل ُت  َأكْح ِما 
 ِةَمِْسق ْنِم ،َيتْوَمْلا ِت  ْر َك ِت ِه َْحنَو ،ِِهتَجْوَز ِحاَكِنَو، ،َكَِلذ ِو َو 
َأ َةَايَحْلا َّن
 ََةِينِا ثلا  َ ِل ،اَهَْيلَع ُل ََّوُعَيلا  عْيِرَْشت َكَِلذ َّن  ُي َْمل اَمِل َْلب ،ُهُرْيَِظن َلاَو َوُه ْدِر
 َوُه اَم ُعْيِرَْشتَو ،ُُهبِرَاُقياَم َلاَو ََنتْمُم َكِلذَك    كَش َِلاب  ع . ْنََمف :ِهَْيلَعَو َْيأ .ها
 ْلا َدَْعب َتاَم ِ َسُغَيلا ِةَِّيناَّثلا ِةَايَح َّلَُصي َلاَو ُل َراَوُم ُبَِجت اَمَِّنإَو ،ِهَْيلَع ي ُُهتا
.َْطَقف  ْقَّقََحَتي َْمل َاذِإ ا ََّمأَو  .ُهُوَْحن َْوأ  يْشَغ ِهِب َناَك اَمَّنِإ ُهََّنِأب َانْمَكَح ُُهتْوَم
.ها 
 
Kutipan kitab tersebut jelas dalam kitabnya menjelaskan bahwa, status 
perkawinan setelah pasangan dalam hubungan perkawinan tersebut memiliki 
implikasi/dampak dari terjadinya kejadian mati suri yang dialami. 
Implikasi dari status perkawinan setelah mati suri berdasarkan pendapat 
Madzhab Syafi’iyyah dalam kitab I’a>natut}-t}alibi>n mengakibatkan beberapa 
hal, diantaranya sebagai berikut: 
1. Terputusnya hubungan perkawinan 
 Putusnya perkawinan karena pasangan telah mengalami mati suri. 
Berdasarkan rumusan fuqaha, jika berkeinginan kembali kepada 
pasangan suami istri, maka harus mengawini kembali perempuan 
tersebut dengan pengulangan nikah dengan menggunakan akad yang 
baru. Pengulangan masa iddahnya telah habis.  

































Dan berdasarkan realita yang ada di Desa Lasem Kecamatan 
Sidayu Kabupaten Gresik tidak melakukan perkawinan ulang setelah 
mengalami mati suri. 
2. Harta peninggalan / tirkah boleh dibagikan kepada ahli waris 
Ini adalah salah satu dampak setelah pasangan suami istri yang 
salah satunya mengalami mati suri. Harta yang dimiliki oleh orang 
yang mengalami mati suri harus dibagikan kepada ahli warisnya yakni 
kepada istri dan anak-anaknya. Kasus mati suri yang dialami Bapak 
Ramli ini bahwa, Bapak Ramli memiliki istri dan 1 anak laki-laki dan 
1 anak perempuan, sehingga ibu dan saudara-saudara Bapak Ramli 
menjadi terhalang karena ada anak laki-laki. Sehingga istri yaitu, Ibu 
Marlika seharusnya mendapatkan 1/8 bagian, 1 anak perempuan yaitu, 
Saudari Sukarni mendapatkan ½ dan anak laki-laki yaitu, Saudara 
Misnan mendapatkan ashobah. 
3. Iddah pada perempuan 
Masa iddah adalah masa tunggu seorang perempuan setelah 
ditinggal mati serta mati suri dan dicerai talak oleh suami serta cerai 
gugat. Dampak dari mati seorang istri yang telah ditinggal mati suri 
oleh suaminya, maka perempuan (istri) tersebut mendapatkan iddah 
sama halnya iddah mati, yakni 4 bulan 10 hari apabila perempuan 
tidak dalam keadaan hamil dan sampai melahirkan anak yang 
dikandungan apabila perempuan dalam keadaan hamil. 

































Sehingga Ibu Marliki selaku perempuan mendapatkan masa iddah 















































 Hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis hukum keluarga 
terhadap status perkawinan setelah suami mati suri (studi kasus di Desa 
Lasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik), maka dapat disimpulkan 
bahwa hasil penelitian tersebut telah menjawab seluruh rumusan masalah 
yang terdapat pada bab I. 
Simpulan dari hasil penelitian dan juga pembahasan adalah sebagai 
berikut:  
1. Analisis hukum keluarga terhadap kelanjutan status perkawinan 
sepasang suami istri yang suaminya mengalami mati suri di Desa Lasem 
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik yang telah dialami oleh Bapak 
Ramli dan Ibu Marlika. Menurut pendapat Ulama Madzhab Syafi’iyyah 
dalam kitab نيبلاطلا ةناعإ, bahwa apabila orang benar-benar hidup kembali 
setelah kematian, maka apa yang dimilikinya tidak dapat dikembalikan 
kepadanya. Dan perkawinan yang sedang dijalani dinyatakan 
perkawinannya terputus. Jika ingin hidup kembali seperti sebelum 
kejadian mati suri, maka harus melakukan pengulangan kawin ( ةداعإ
حاكنلا). 
2. Analisis hukum keluarga terhadap implikasi status perkawinan sepasang 
suami istri yang suaminya mengalami mati suri di Desa Lasem 

































Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik memiliki beberapa implikasi yang 
mana dapat dilihat dari pendapat Madzhab Syafi’iyyah, yakni 
terputusnya perkawinan, harta peninggalan atau harta waris boleh 




 Penulis juga memberikan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat 
dipakai sebagai bahan pertimbangan ketika akan melakukan peristiwa 
tersebut terjadi di tengah-tengah masyarakat, yaitu: 
1. Dalam hal ini sebaiknya tokoh agama, tokoh masyarakat dan perangkat 
desa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perlu adanya 
pengulangan kawin jika terjadi lagi kejadian mati suri dalam rumah 
tangga seseorang. Supaya kasus yang dilakukan pelaku perkawinan mati 
suri tersebut tidak terulang lagi. Karena jelas masalah ini bertentangan 
dengan hukum syariat Islam. 
2. Kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) perlu adanya pengkajian ulang 
terhadap status perkawinan setelah mati suri kemudian disosialisasikan 
kepada masyarakat awam. 
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